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ABSTRAKSI '
PENDAFTARAN TANAJ BEKAS HAK MILIK ADAT
DI KECAMATAN KQTA KABUPATEN KUDUS
MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 1997

Pelaksanaan pendaftman"tanah meliputi- kegiatan pendaftaran tanah
pertama kali dan pemehharaan data gtas pendaftaran tersebut. Pendaftaran tanah
untuk pertama kali dilaksanakan terhadap obyek tanah yang belum didaftarkan
berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 196]| dan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 Pendaftaran tanah
adalah rangkaian kegiatan yang dilakjikan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesimanbungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan
dan penyajian serta pemeliharaan dafa fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta
dan daftar, mengenai bidang-bidang tanalh dan satuan-satuan rumal susun,
termasuk pemberian surat tanda bukpi haknya dan hak milik atas satvan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

‘ Meétode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis
empiris .dengan spesifikasi berupa| penelitian deskriptif analitis, data yang
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Pelaksanaan dalam pendaftaran’ tanah berdasarkan PP Nomeor 24
Tahun 1997 dilakukan melalui penegasan konversi atan pengakuan hak dan dalam
menentukan kebenaran bukti kepemilikan, masih berpedoman pada konsepsi
kebenaran berdasarkan-konvensi yang dilakukan terhadap tanah bekas hak milik
adat tersebut. ' :

Hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat
adalah terbatasnya dana olch pemerintah, rendahnya tingkat kesadaran lukum dari
masyarakat pemilik tanah yang akan|didaftarkan dan diatasi dengan penyuluhan
hukum kedesa-desa. - :

Kata kunci : Pendafta} an tanah belas hak milik adat




ABSTRACT - ~
THE REGISTRATION OF EX CUSTOM PROPERTY LAND IN THE
- KOTA DISTRICT OF KUDUS REGENCY DUE TO GOVERMENT ACT
NUMBER 24 YEAR 1997

The 1eglstrat10n of land is including the registration of land for the
first time and the care of registration data. The registration of land for the first
time is for the land that has never been registered befow due to GA No.10 year
1961 and GA No. 24 year 1997

According to GA No. 24 year 1997 Chapter I point 1, the registration
of land is series of activities taht held by goverment continually and orderly
includes collecting, operating, book keeping, serving and caring of physical data
and juridical data in the form of map and list of the landscape and the union of
apartments, includes the giving of letter of prove for owning the property,
property rights foe every smgle apartment, and spesific rights that burden the
owrer.

Method of approaches that be used in this thesis is empirical

' jurisdiction with spesification of descriptive analiysis. The data that I used in this

thesis consist of primary and sécondary data.

The registration of land due to GA No. 24 year 1997 is taken throught
conversion law or right ldegalization and the determination of property evidence is
due to truth conception based on the convention used in the ex custom land.

" The obstacles that might exist in this action are ‘the limit of fund
provided by goverment,-the lack of law awarness from the landowners. Theses
can be dealt with by giving law proposition to the villagers.

Key Word : The registration of ex custom land.
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~ BABI

~ PENDAHULUAN

~ A. LATAR BELAKANG

" Negara Indonesia merupakan negara agraris, di mana susunan

- kehidupan sebagian besar rakyat termasuk perekonomiannya masih bercorak

agraris, sehingga di sini tanah mempunyai peranan dan arti yang penting bagi

kehidupan rakyat Indonesia.

- Masalah tanah niexuﬁakaﬁ masalali yang sangat pe_nting_ dan peka,

'lgzirena tidak hanya . menyangkut masalah ckonomi  saja tetapi juga

kesejahteraan sosial yang langsung menyangkut hak perorangan warga
masyarakat. Selain itu tanah merhiliki arti yang relegius bagi kehidupan

manusia dalam masyarakat karena sétiap manusia membutuhkan tanah baik

untuk kepentingan individu, kepentingan kelompok - atau masyarakat dan

kepentingan negara, Oleh karena itu diperlukan adanya suatu landasan bagi
setiap orang didalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan

pemilikan maupun penggunaan tanah, agar mendapat jaminan hukum dan

kepastian mengenai haknya. .

Sebagaiinana kita ketahui bahwa sebelum berlakunya UUPA,

hukum Agraria bersifat dualisme yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan

‘hukum agrarid yang berdasarkan atas hukum barat disamping berlaku

ketentuan yang ‘bersumber dari hukum adat. Dengan dualisme tersebut,




. mengakibatkan adanya.dualismie hak-hak atas tanah. Di satu pihak ada tanah

- yang tunduk pada hukum barat dengan‘hak—hak barat seperti tanah Eigendom,

Elfpacth Opstal dan lain- lam di 1a1n plh"lk ada tanah yang tunduk pada

‘ hukum adat dengan h"lk hak adat mlsalnya tanah ulayat, tanah hak milik adat,

tanah usaha, tanah garapan, tanah bengkok, dan Jain-lain.

Tanah hak barat yaita Eigendom, Erfpacht, Opstal dan lain-lain
dapat dik_atakan .hamjﬁr semua terdaftar pada kantor peﬁdaftaran tanah,
sedangkan-tanah hak adat hampir semua belum terdaftar.

Dengan, dihapusﬁy'a,,dualisme hukum agraria oleh UUPA terjadinya

‘unifikasi baik dalam bidang hukumnya, hak atas tanah maupun hak jaminan

atas tanahnya. Unifikasi dibidang hukum mengandung arti bahwa UUPA dan

Peraturan Pelaksanahya bei'laku untuk semua golongan, baik golongan Eropa,

golongan Tlmur Asmg maupun golongan Bmm putera. Unifikasi di bidang
7 "‘hak atas tanah mengandung artl bahwa tanahs tanah ba1at ‘maupun tanah adat

- setelah UUPA halus d1k0nvers1 atau dmb'th secara hukum menjadi salah satu

hak ya_ng_ diatur dalam UUPA. S-edangkan unifikasi hukum jaminan atas tanal

- mengandung arti bahwa hanya Hak Taligg_ungan ‘sebagai Hak Jaminan atas

'~ tanah.

Undm@—undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar

Pokok Agraria yaﬁg kemudian disebut déngan UUPA yang diundangkan di

- dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, mulai berlaku pada tanggal

24 September 1960.




Dengan berlakunya UUPA tersebut terjadilah perubahan secara
fundamental terhadap hukum agraria fama karena ciri-ciri hnkum agraria lama
telah diganti dengan ciri ymg baru.

Hukum ’1(lat dapat dljumpal dalam UUPA pada’ bagian ':

‘a, ‘Penjelasa_n Umum _angka,III-

b, Pasal 5

c. Penjelasan Pésa'f 5
d. Penjelasan Pasal 16
e -P.a's-éll 56 da11'éq;a;'a .tid-sik langsung ju.'ga dalam
L. Pasél 58
Dalam Péiljelésali Umum Angka III ( 1 ) UUPA dinyatakan bahwa
“Dengan sendirinya hukum aglaria baru itu harus sesuai dengan kesadaran

hukum daripada rakyat bardyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar
tunduk ‘pada hukum adat, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan

] pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu sebagai hukum yang asli, yang

disempurnakan dan - disesuaikan dengan kepentingan masyarakat datam
Negara ' yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional,
serta disesuaikan dengan Sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka
hukum adat dalam pertumbuhainya tiddk terlepas pula. dari pengaruh politik
dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal™.

Dalam Pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa “Hukum agraria yang
berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa jalah hukum adat, sepanjang tidak

Dbertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-

peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang
bersandar pada hukum agama” :

Dalam Penjelasan Pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa “Penegasan

‘bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agrz aria yang baru. Selanjutnya

lihat Penjelasan Umuim: (1II Angka 1 )”.

. Boedi .usono “Hukum Agr caria Indonesia Sejaral Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi*dan Pe!aksmmanuya Jilid I, Penerbit D]ambatdn Jak'um 2003,
halaman }77.




Dalam Penjelaé_é'n Pasal 16 UUPA dinyatakan bahwa * Pasal ini

adalah pelaksanaa‘n daripada ketentuan dalam Pasal 4.. Sesuai dengan asas

yang diletakkan dalam 'Pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang nasional
didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam
Pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak
guna. ysaha dan hak guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan
masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan bahwa hak guna

‘usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak
‘guna bangunan bukan. hak Opstal. Lembaga Erfpacht dan Opstal ditiadakan
‘dengan d:cabutnya ketentuan ketentuan Buku ke II Kltab Undang -undang
I-Iukum Perdata”. s

Dengan demikian Bagi tanah adat yang seperti Hak Milik -Adat meskipun
konversinya telah - térjadi sejak berlakunya UUPA yaitu pada tanggal

24 Sept'embef 1960, namun pada sdat pendaftaran perlu dilakukan penegasan

konversi. Hak tersebut berarti bahwa setelah berlakunya UUPA sudah tidak

“ada lagi tanah dengan Hak Milik Adat tétapi tanah hak milik atau tanah bekas

H’lk Mlllk Adat,

Bagl tanah ‘bekas hak milik adat tersebut sampai pada saat ini

‘ sudah ada yang didaftmjsehinggar_pemiliknya t_elah mempefo‘leh sertipikat, ada

- :ﬁtilaryang.bel'um -didqfté_ﬂ(an dan_ buktinya ‘ma:s‘ih b_efupa petuk pajak bumi

atau Letter d/c; D1 Kabﬁ-patén Kudus sendiri, tanah hak milik adat yang belum
terdaftar sekitar 20 sa'mpai_ 30 persen .

Pe_nda-fté‘rén tanah _yallg diatur dalam Pasal 19 UUPA bertujuan
unfuk menj-aﬁlin l;'epastjiein ‘hukum dan kepastiein hak atas tanali. Pasal 19 ayat

{ 1.) bérbunyi :

-“Untuk n{enjamin kepastian hitkum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
“tanah di seluryh wilayah Republik Tndonesia menurut ketentuan-ketenluan
- yang dntm dengan Peraturan Pemermtah :

Hasi! Wawancara Pra Survey dengan Kasie Pengukuran dan Pendaftaran Tanah : Suwarto,

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 28 April 2005.




Pef}aturﬁn Pelﬁeriﬁtéh_ yallg -di'maksud dalém,UUPA Pasal 19 ayat (1 ) tersebut
‘adalah Peraturan _i’énwriptah Nomo’rflo Itahun“ 1‘961, Lem_baraﬁ Negara 1961
Nomor 28 yang'kelﬁu_dian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pend'lftaran Tanah.

| Lelter c/d yang 1eldafta1 di Kantor Kepala Desa, belum terdaftar di
' :Kantlor Pcﬂanahan Aklbat darl Sebaglan kecﬂnya tanah hak- hak adat yang
| te1dafta1r 111enjad1kan kesuhtan kepastlan hukum dl bidang hukum pertanahan
yang me}_]imbulka_n_beberapa kasus antara lain terjadinya jual beli tanah hak
milik adat oleh pihak lya‘ng tidak berhak kepada orang lain, terjadinya
.p_é'rmohbhan pendéftaran terhadap tanah négara yvang dianggap sebagai tanah
hak milik adat.
Se_h.ubungan. dengéu uraian- di atﬁs | teléh mendorong penulis  untuk
mengka]mya ke dalam penuhsm tesis beuudul “Pendaftaran Tanah Bekas
‘Hak Milik Adat dl Kecqm‘it‘m Kota K'lbupaten Kudus Menurut PP 24

. Tahuan 1997”;

. PERUMUSAN MASALAH

Bei‘das.ﬁrkan latar 'belékang:di atﬁs, maka‘ada beberapa rumusan perniasalahan

yang dapat dikqtehgahkan dalam penelitian ini adalah

71. .Bagaima‘na pelaksanéan délam pendgftaraﬁ tanah bekas hak milik adat di
- Kecamatan K01a Kabﬁp‘at‘en Kudus be1'dasa1‘k-a11 Peraturan Pemerintah

- Nomor 24 tahun 1997 7




2. Bagaimaué menentukan kebenaran ‘bﬁ‘kti kepemi]ikén dalam pelaksanaan
_p'endaftaran_tanah bekas hak milik adat yang dimiliki s.eseorang 7

 3. Apakéﬂi hambsten dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik

a@at di _Kécianﬂafan Kota Kabupateﬁ Kudus dan bagaimana upaya untuk

mengatasinya.? .

C. TUJUAN PEN.ELITiAN
. Beldasarkan 1-u.n'nlsan‘n'1‘.asal‘ah.di atas,l maka t.u_juan dari penelitian yang akan
l'. -ciiéapai .adra.lallh‘ _ o |
L. Untt_ik inenge_tahui dan menganalisa"pelaksaﬁéau délmﬁ pendaftaran tanah
| hak inilik -adz_it di Kecamatan Kéﬁta Kabupaten Kudus befdasarkan
Peraturan Pelﬁérintah Nomor 24 talun 1997
2. Untuk dapat mengefa;hui tanda bukti yang ciapat dipakai sebagai pegangan
: pembyktian bz;.gi para pihak _tentang.- kebenaran keﬁemilikan dalam
‘ pel#ksénaan pendaftaran tanah bekas hak. milik adat tersebut |
3, Untuk meng’atﬁhui he.lnﬂ.ja’;an‘dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bekas
hak milik adat. di-‘ kec-amatan'Kota Kabupﬁen _K_ﬁd_us .dan upaya untul

" mengataginya. -

D. MANFAAT PENELITIAN )
Dari analisa d1 atas 'maseiléh yang telah dirumuskan dan seiring dengan tujuan
| penelitian ini, fna_ké; manfaat ‘iae1lelitia11 yang ingin dicapai adalah dari segi
B teoritis maupun ségf prakﬁs,' adalah sebagai befilcllt :

1. Segi Teoritis © -




a. Untuk iﬁengefnbaué;an Jlmu pengetahuan hukum di bidan.g kajian
hukum .pe(ll't.anahan, khususnya dalam pénggalian tedri-teori umum
hukum Vya.ng'.'tepat .dan untuk menambah kemampuaﬁ menganalisa
pefsoa;lan dari sisi h.ukllllll dan sosial.

- b _ B‘agi'kalé;llgan. 'akadenﬁsi, ldmsusn;fa..untuk para peneliti yang akan
‘mengambil qbyek kaji.an. yhng sama'dﬁﬁ yang‘ berhadapan dengan
kasus ygl1g serupa, s;'mgait diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna

, Se_l.Jagailrefe,l_;ens'i 1i_tefatur uritgkﬁwﬁdukung peﬁelitianllya dan sebagai
.daslaf pr‘oblem'. gOiVing untuk kasus. yangr dihédapi. ‘
2. 'Segi Praktis |

Bagi para pihak terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

.pert.ilmblahgan untuk mendapatkan / menghasilkan langkah-langkah konkrit

yang’ :‘beréuna -ldalax-n | ;pémbangtinén “hukum khususnja di bidang

pertanahan. -

B SISTEMATIKA fENULlSA-NTESIS_ ‘_
: .Ag_ar-.pe;mlisan ‘.dﬁpat dilakukan del}gan séks'arna dan sistematis
| "sehing'g'a k%ilﬁptﬂﬂﬁ yang dic-lapai merupakan suatu kesimpulan yang baik
dan benar atau dapat diper’tgnggumgjawab‘kan secafa ilmiah, maka dalam
‘pembahasan pokok permagalahan yang t'e]ahK ditetapkan, penulis membagi

dalam beberapa bab dimana tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.




Dengan demikian masalah yang dibahas dapat dipahami secara

- mudah dan korelasi antara béb satu dengan bab yang lain tetap terjalin.

Bab II

Bab III

Babl

' Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagaj berikut :

PENDAHULUAN'

Terdini dari Latar Belakang .secara umum penulis mengenat

pendaiftaran bekas hak milik adat, Perﬂnﬁtsﬂn Masalah, Tujuan
Peneﬁtian"guna nienjaw.ab permasalahan yang diteliti, Manfaat
‘Pe'n_elitian baik secara tecﬁ'itis maupun praktis serta Sistematika
Penuh's_aﬁ_ berupa e.tlla'san pembagian sub-sub serta hubungan
: ant:a-l‘;a‘ sub..

TINJAUAN PUSTAKA

. Berisi sejarah hukum pertanahan nasional, hak-hak atas tanah

* sebelum berlakunya ) UUPA, | hak-hak - atas tanah sesudah

' béﬂakﬁnya UUPA, kéteﬁtﬁgﬁ konvéfs‘i ‘iiak-hak étas tanah dan
pendaftaran taﬁah;
METbDE PENELITIAN
.Dalam_- béb ini diuraikan 'téhtang Lokasi Pehelitian, Metode
péndel%ﬁtan ya'ng d'.igunakal.l N ‘S_plesiﬁkasi Penelitian, Populasi dan
Tekﬁik. sampling, Teknik Pengumpulan Data, sarta Teknik
Anélisis.‘l )
Bab ini pe.nting .."kar‘ena; m_erup_a.ikan‘ landasan ilmiah yang
: dipei'gunakaﬁ 01;311 penulis untuk menca_fi‘ dan mengumpulkan

data guna penyusunan tesis.’




Bab IV

 Babv ¢

- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Merupakan suatu kajian -atauw hasil analisa penulis tentang

p(;nd_aftarén tanah bekas hak milik adat menurut PP Nomor 24
Tahun 1997.

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari

permasalahan “yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan

serta-saran-saran.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A SEJARAH HUKUM PERTANAHAN NASIONAL
o | ]éalda_l : aw&lﬁya:- pola  pembagian wilayah di Jawa berupa
| pembaéié_n fanah; kedal'fcuh‘_.béra.ga'm‘ ﬁenguaséan 'afau plengawasan yang
dibefikén oleh r_gg"_ai atau 'yang berwen.ang kepada seorﬁng pajabét ?, Raja
mlerupakan satu'—’éatunya pemilik tanah dalam arti yang berkuasa atas tanah,
111eskipun..1'akyat n-lerlas.a bahwa mereka memiliki hak untuk mengolahnya.
Hal ini 'berkembéng ketika Belanda datang dengan .m'enerapkan metode
: .mon.ollabi_i da.n: taﬁam paksa. Pada tsltl11‘11i_16l3‘0 B-elanda melakukan penjua]ﬁn
.t.aﬁah—tanah r'a.Iclj;;clit :kep'ada Qrané yaﬁg melﬁpunyai modal besar, tanah ini
) dikéhe{l dengan Tém_a.h_.Par-til;ellir; - |
Pdda tahun 1811, Raffles 1116;11per1<el1a11<a11 teorinya vang disebut

- Teori. Dom_ein déngan m‘embentuk Péhitia Penyel.idikan yang - bertugas
mei‘akukan 'pen-y.elidikai.l .stétistiic mené"enai a-gr-ai‘ia, .s.ehingga dari hasil
penyelikan..teréeb’ut lmaka dibuatlah sistem penarikan pajak bumi yang
dikgnal dengan Landrente. |

. 'Pad.,a: ': -'tah‘un. _i830, Gubermﬁ‘- Jenderal Van Den Bosch
B ﬁiellﬁber'ikéh u.sﬁl _aga-r diberlakﬂké;n,ﬁsteﬁﬁ tgﬁam iaaksa di indénesig. Hal ini

makin membuat rakyat Indonesia -menderita, sehingga mengundang

Brahma Adhie, Hasan Basri Menggala ( Penyﬁnting ), “Reformqsi Pertanahan”, Mandar
. Maju, Bandung, 2002, Halaman 163. .
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kecaman dari kaum liberal sebagai pemilik modal di negara Belanda sendiri.
Untuk mengatasi keadaan ini, maka Pemerintah Belanda mengeluarkan

Regering Reglement ( RR ) Statsblad 1855 No. 2 tahun 1854 dengan tujuan

, melin‘dun’gi hak-hak rakyat Indonesia khususnya dalam usaha perkebunan.

Pada.’tahu,n 1870, p’emerintah Belanda.mengeluarkan Agrarische
Wét" dalam 1'é1nlgkal__ ﬁlmllllc ‘ melindt‘mgi' kaum pemodal' dan hak rakyat
Iﬁdones ia. | | |
Ketentuan—ketehtuan dalém pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan
dan keputusah; s__alzih satﬁﬁya adalah }‘;gl'a1'isclie Beslui;c yang diuﬁdaugkan
dglam Statsblad No. 118 Tahun 1870 yaitu dengan memuat siiatu pernyataan
yang dikenal Kdengan ']Iﬁ)omein Verklaﬁng, bahwa semua tanah yang tidak

terbukti bahwa atas .taﬁah"iﬁl adalah hak milik mutlak  ( eigendom ) adalah

- rmhk negara sehmgga berdampak padfl tahun 1879 para pemodal swasta

belduyun duyun datang ke Indonesm S_ementara itu pa‘da zaman Hindia

Belanda belum d.il_cenal'adanya pembebasan tanah, melainkan dengan cara

pengambilalihan hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan

‘ pe1he‘1‘infah'ha.rusfdiselenggarakan dengan persetujuan pemiliknya, yang

selanjutnya dijabarkan baik dengan 'hubungan ataﬁpun tidak adanya suatu

Ordonantie yang menyatakan bahwa kepentingan umum  menghendaki

Gunawan eradl “chqakun Agmrm yang Beroueums: Kemkyamn dan Keadilan*,

Mandan Ma]u Bandung,2002 halaman 168. -




12

- pencabutan hak atas tamah suatu benda atau hak, maka maksud it

hendaknya dicapai melalui perundingan para pemilik yang berhak °.

P_ada masa penjajaha‘n -Jepang dilakukan peningkatan produksi

pangan untuk kepentmgan ekonoml perang Jepang, sehmgga pemerintah
_Jepang Ieblh mengutamakan tanaman p‘a_dl , dan “tanaman  lainnya.

:'Pendqduka'n J epang'd-l Ind_onesm mengakﬂlaa'tkan‘ pende_rita_ﬁn dan kerusakan

tanah-ta nah perkebunan, sehingga terjadi penurunan-ekonomi rakyat °
Pada masa setelah kemerdekaan sampai tahun 1960, berdasarkan

aturan ])elahhan Pasal I1 UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945, maka

| Rancangau Undang Undang Pokok Aglarla pada tanggal 24 September

1960 di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Dasétr Pokok Agraria yang disebut dengan Undang-Undang Pokok

-‘Aglaua (UUPA) Dengan dibeﬂakukannya UUPA,_ .maka terjadilah

pembahan fundamental pada hukum agrarla di Indones1a terutama di

bi_d‘ang -'p_eﬁanahan .

f Pelubahan baik secara struktur pelangkat hukumnya dan konsep mendasar

‘maupun isinya yang dmyatakan dalam bagian pendapat bahwa UUPA harus

sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula

keperluannya menurut permintaan zamar.

Abdmrahman “Masalah Pencabutmr {Ian Penibéhasan Hm’c Tmmh di Indonesia”, Citra

Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hal 12,

- Murbiyanto dkk, “Tanah dan T enaga Kerja Perkebrman Kajmn Sostal Ekonomi”, Citra

Aditya Bhakti, Bandung, 1992, Halaman 49.

_ Boedi Harsono, Op.Cit. Halaman 1.
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B. HAK-HAK ATAS TANAH SEBELUM BERLAKUNYA UUPA
Sebelum bellakunya UUPA di Indonesia; terdapat duallsme
hukum dan khususnya mengenal hukum.agraria. Dalam membicarakan hak-
hak atas tanah penuhs mengemukakan mengenal sumber—sumbe1 hak atas
- t'lnah yaltu
1 I-Iak—hak atas, tanah berdzisarkan-hﬁkmn barat
a’ Hak Elgendom
Y’mg disebut dengan hak elgendom berd‘lsarkan Pasal 570 KUH
Perdata adalah éebagai berikut ;
- ,“Hak‘-Mi,iil_{ Eigelld0111' adalah hak untuk menikmati
-‘kégunaan sesuatu. keberadaan dengan leluasa dan untuk berbuat
" bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal
“tidak beitentangan dengan undang-undang atas -peraturan umum
vang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan
dan tidak menganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan
tidak mengurangi kemimgkinan akan pencabutan hak itu demi
kepentingan . umum = berdasarkan keterituan undang-undang dan
.dengan membayar ganti rugi’.
‘Me_ngenai subyek-subyek dari- hak- ‘eigendom adalah
sebagai berikut :
- Orang-orang Belanda dan yang dipersémakan dengan mereka.
- Orang-orang yang termasuk golongan timur asing dan yang
disamakan dengan meteka.
- "Orang-orang pribuﬁﬁ as_ii ( Indonesia asli } -
- ;Bad’a'n.‘lmkum.,'- S

b, Hak Ops'ta1




. .Menurﬁt Pasal' 711 KUH Perdata, Hak Opstal adalah hak
keben‘daan. Llntull( ;h;mpunﬁi-i gedung-gedung, .\ anggunan dan
. -p?nanaman di atas pekaraﬁgan orang lain. Untuk_'memperoleh tanah
.hal_tf{ sttal, m‘_all‘;a luas tanahnya ti“d‘ak boleh lebih dari 10 bau, dan
‘ ]ainqﬁfa :tiga puluh tahun, akan‘ tétapi -klallau perlu dapat
: c_i‘ipé.lpﬁ-anj zlmg_lagi, dgnpﬁtuk badan hukum dap.at dengan waktu tujuh
':ppluh-l:il'na tahun.. . |

: .:IJ._[.ak oﬁstal. ini bisa dida_pat dengan menyewa tanlah negeri
vang bebas atau m‘ﬂik 1‘akydt Indonesia dengandnelalui jalan seperti
untuk mel}dapatkan hak eigendom, yaitu menyerahkan hak memakai

| (Ip.ri brangl Indc_m.‘esia'kepa_da' pemenntah. Perlu diketahui bahwa

-ll_\jlal'au-_ 'liébis_ f€11i150lily‘£i,_ kemudiar; dapat dilllinfa dengan hak lain

E ( 'eig'erid-om‘)_'clirengé,r.l pe’nﬁbayaran ‘s'epértill.m‘tuk“mendapatkan hak

: _ eigeﬁdbm:

y lMenyilﬁp.lang d:ari.kc,téhtuan di atas.;,.ada jalan lain bagi

orang Eropa ( Belanda ) yang tidak mampu untuk mempefoleh hak

' ()pstgl yai:tu dengan céra memb‘ay!af‘tiap-tiap‘ tah_‘uﬁ 2% ( dua persen }
_dar’i 'h;.wga. faksii'amlya. agaﬁ‘ dapat dibzi__lik menjadi hak opstal.

| .Pembayaran .-2 % (‘ dua persen ) tiap tahun ini dapat

_'(lijadil.(an; .sebagai angsuran untu'lé'.kemudian menjadi hak milik

L. “eigendom™ dan ini sesuai dengan Statsblad 1912 No. 178.
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Di sini tampak: sekali bahwa selalu ada jalan bagi
pelang-gaia'n_ undang-undang yang termasuk golongan Eropa, untuk

mengesahkan tindakan yang melanggar hukum.

. Hak E_l‘ﬁ)&i(:ht ‘

" Hak‘Erﬁ)ach't. adalah hak untuk mendapatkan kenikmatan

Cyang sppéntilﬁp,enuhuj?a dari sﬁatu benda -yang tidak bergerak

( tanah ) kepunyaan orang lain, dengan kewajiban memberi upeti

_Vtiap~tiap' tahun- kepada yang punya tanah baik. yang berupa uang

* maupun yang .benipa penghasilan atau pendapatan.

- Hak erfpacht dapat dipindahkan haknya ( dijual ) kepada

orang lain dan dapat dibebani hipotik ( dapat dijadikan tanggungan

untuk mendapatkan p‘injziman dari bank ). Dapat dikembalikan
- kepada negara, dapat pula dicabut haknya kalau tidak memenuhi
: : s:yarat—syarat.'_yang ditentukan dalam .ﬁéija_-njian diantaranya adalah

. seandainya tidak ditanami menurut pantasnya { perjanjian ) atau

melanggar larangan yang ditentukan ( dalam perjanjian erfpacht
diantaranya disebutkan tidak boleh tanah erfpaéht itn ditanami
opium ).

Disamping itu tidak ditetapkan batas waktu hak erfpacht

- dan biasallya'berléktl .un'tuk waktu yang diperjanjikan, sehingga ada

kemungkinan pemberian hak untuk selama-lamanya .yang disebut

‘ (leng'aﬁ_Heik‘.Erﬁ)acht_‘ Abadi.
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Menurut -undang-undang tanah tanah yan'g holeh
. diberikan dengan hak-erfpach‘t-ialah tanah bebas yang berupa hutan

belukar, tetapi adapun perkecualiannya,

2. Hak-hak atas tanah Derdasarkan hukum adat

- Hukum .a_dat yang dim_akéﬁd UUPA adalah “Hukum as.li

- golongan pribumi yang 1ilerupakanahu'kuin yang Iﬁdup dalam bentuk

tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat

kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berdasarkan keseimbangan

‘serta diliputi oleh susunan keagamaan”.

' Déhgan kata llain, hukum adat yang dijadikan dasar bagi

UUPA édalah..hukum yang ﬁidup dan’ diakwi masyarakat Indonesia

dalam jangka waktu yang lama, mengandung unsur-unsur kebudayaan

nasional yaitu kekeluargaan dan kegotong royongan serta didasarkan
atas nilai-nilai keagamaan,

Konsepsi hukum adat n‘lempakan -konsepsi yang komunal

relegius, ‘yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual

_daﬁgan hak-hak atas tanah bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur

kebersamaan: Sifat komunalistik menekankan kepada adanya hak-hak

bersama paré anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang disebut
- Hak Ulayat. .T.‘a'ﬁa.h ulayat 1ilerupakaﬁ_tanah 1hi1ik bm’salfna, yang diyakini
's_ebag'ai k'a_runiz_t S'llatlll ke_.k-ﬁata'n‘gaib;z}tau peni11gga1511 nenck moyang
kepacia kelompok dan merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur

< paling utama. bz_tgi kehidupan .dan; pénghidﬁpan ‘kelompok  tersebut
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separjang masa. Di sinilah nampak sifat relegius atau unsur keagamaan

hubungan hukwm antara warga masyarakat hukum adat bersama dengan

tanah ulayatnya. Adapun kelombok tersebut bisa merupakan masyarakat

hukum adat teritorial.

‘a. Hak Ulayat

Hak Ulayét adalah llai{ persekutuan hukum terhadap
© tanah. .'Dé:llalll.' Pcrati_lran- Menteri Neg?fa_Agf_ar_iaﬁ/ Kepala Badan
IV 'Pert'zil_iah‘alll Nésioﬁal Nqinof 5 .Taﬁﬁn ‘_1999_- tentang Pedoman

Penyél.ésaian "Masaiah. Hak -Ulayat Masyafakdt Hukum Adat.
Dijelaskan dalam -Pasal 1 peraturan tersebut,l hak ulayat dan serupa
itu dari masyarakat hl_ukum adat"( selanjutnya disebut Hak Ulayat )
adalah keWehziﬁgan yeiﬁg 111‘811#1rutl hukum adat dipunyai oleh
_ 1llésyérakat hukum adat t’ei'tentu. atés Qi]ayah tertentu dan merupakan
]ingkuné_aﬁ _pal'a Warganya untuk mengambil manfaat dari sumber
(laya .‘ala'm-, rtem}asu.k ‘ta‘ln‘ah, . ‘dal_am wilayah tersebut Dbagi
' kelapggtlng;ﬁ_ hidluljj dan .penghidupanﬁ_y_a, yang timbul dari
:]'mbuﬁ;gan'_sgcafa_ la‘h_ir.izih' dan. Batiniah turun’ telﬁl-u'un serta tidak
' Ilerput't.ls aﬁtara masyarakat huk.udl'n adat tersebut .dengan wilayah yang

* . bersangkutan.
Ta1;da—tanda yang perlu diteliti untuk menentukan masih
adanya halk ulayat menu_wt-p.enjelasan‘ Per_aturaq Me.nteri Negara
.- 7_ ‘Algrar.ia- / Kepala Baddﬂ-Pértanah@Nasidnal Nmﬁor 5 Tahun 1999

- m_elipupis (tiga) unsur yaitu :
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Unsur-mas'yarakat- adat, y_ait'u_' terdapatnya sekelompok orang

yang masih terikat oleh tatanan hukum -adatnya sebagian warga

bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan

~menerapkan ©  ketentuan-ketentuan  persekutuan dalam

kehidupannya sehari-hari.

- Unsur wilayah, vaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang
menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum
‘tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari.

- Unsur, hubungan - antara - masyarakat = tersebut dengan

wilayahnya, vyaitu terd-apét {atanan hukum adat mengenai

pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang

msil berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum
tersebut. -

~Menurut ketentuan hukum adat, hak ulayat dapat berlaku

. kedalam: dan keluar.. Di mana berlaku kedalam berarti anggota
masyarakat mangambil keuntungan dari tanah, tumbuhan dan

. binatang yang terdapat disitu.

~ " Berlaku keluar berarti bahwa orang luar banya boleh

memungut hasil tanah ( s¢lama satu panen saja ) sesudah mendapat

{jin dari kepala adat . masyarakat dan membayar uang pengakuan

vang disebut Mesi.
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) b Hak milik adat
Pa1a -wai'gél sebagal kelo‘_m.p;?k "alda.t', masing-masing
.n“llemﬁunlyai' hzik.‘ untuk menguasai d.an fmenggu'n'ak.an. sebagian tanah
:bersalﬁa ‘tersebu‘t ‘guna meﬁlenuhi kebutuhan pribadi  dan
. keluarga;iyé',' dengan hak-hak yang bersifat sementara sampai dengan
hak yang tanpa batas waktu yang disebut Hak Milik.

Hak milik adat 111(::11_1i_11-ki,ke.tenthaﬁ hukum dan hal ini terjadi sampai
.,se'karang, ‘cl..li1<atakan demikian karena memiliki syarat-syarat yang
‘:. (lépat- dipcrt.anggun_gjawabkan ‘A( sesuai dengan hukum ), karena
| jelasjs:‘ |

a. lada_nyz.l sénksiés‘;a'_uksi,

b. . attlfzmsa‘pufanuya walaulﬁuh tidak terullfs tgtapi"san_gat ditaati,

dapat dinﬂai sébégéi aturan _yang spesifik, |

c. 'diiiﬁ&uﬁgi oleh sesuatu kekuatan yang mempunyai kewenangan

{ power and otority ) yaitu kepala persekutuan 11L}kum.

I-l.ak'ljiilik adat ddalah hak perorangan‘paling kuat, diman.a
'peiﬁgga.m.gnya. lmcfempunyai’ 'wé“;ellang ‘yang - luas terhadap
tanﬁimya_é.é,alkan_'11_;161;1pér1ihz_1tkzm 11akl uléy_at-":sepanjang maﬁh
dda, 'mémpérlihatkaﬁ ketenfuén adat- dan pei‘aturan-peratl,lran
'Iain.nyz:l. S'llbyélc hak 111iiik‘ adat tidak lhanya individu tetapi
"'pe'rsel;:utﬁan 1__1ukunj dapat i)ula _mempunya{ hukum niilik adat

biasa' seperti desa. Sedangkan tanah milik adat berasal dari

# G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, S.H., Ir.. A.G. Kartasapoetra, Drs. A. Setiady,
“ Hukum Tanah, Jaminan UUPA Keberhasilan Pendapagunaan Tanah”, Bina Aksara,
Jakarta, 1985, halaman 91. . ‘




20

pémbukaan tanah yang biasa dilakukan oleh perorangan disebut

 Tanah Yasan.

C. HAK-HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUN YA UUPA

‘: Dengan dlundangkannya di dalam Lembaran Negala tahun 1960

' N ‘104, maka tangg'ﬂ 24 September 1960 melupakan tanggal mulai

'berla'kunya Un‘da—ng'—Undang Pokok ‘Agraria, sehingga terjadi perombakan

pada hukum Agraria Indonesia berupa penjebolan hukum agraria yang lanta
dan pembangunan h;uk_um.agraria yang baru.

" ‘.Deﬁg'an"adanya UTIPA, .'niaka -berakhirlah dualisme di dalam

hukum agraria di Indonesia dan terselenggaralah unifikasi hukum di mana

hukum agraria kita selanjutnya didasarkan atas sistim hukum adat, Hukum

‘agraria barat tidak deipa"c terus dipertahankan karena bertentangan dengan

sosialisine. Indonésia yang berdasarkan Pancasila, Berjiwa, gotong royong dan

kekeluargaan. Demikian pula dengan sifat dualisme yang tidak sesuai dengan

cita-cita persatuan bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengandﬂandasi bahwa sctiap pemilik atas tanah mempunyai
fungsi SQsial yang sangat besar seperti yang terdapat dalam UUPA No. 5

T'a‘hun-‘ 1960 - maka h'ak.—h'ak' atas 'tanah yang lama dikonversik’an sesual dengan

ketentuan—ketentuan konver51 yang berlaku yaltu yang teldapat dalam Bab 1I

UUPA

- Setelah berlakuﬁya_ UUPA terdapat pengaturan tentang adanya dan

-m_acamn}'/a hak atas tanah ténn'uat dalam Pasal 4 ayat ( 1) dan 2, Pasal 16 ayat

(1) dan Pasal 53,
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Pasal 4 ayat 1 dan 2.berbuny_i Sebagai berilut :

(1), Atas dasar hak mengusal dari Negam sebagal yang dlmaksud dalam

Pasal ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi,
.yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyail oleh

+ - orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang
lain serta badan—badan hukum,

(25 Hak—hak_ atas tanah,yan_g dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi
- wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian
- pula, tubuh bumi dan air serta‘ruang yang ada di atasnya sekedar
: .,dlpexlukan untuk kepentmgan yang 1angsung berhubungan dengjan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini

" dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

K_Hak—hak atas tanah yang. dimaksud dalam Pasal 4 atas ditentukan dalam Pasal

16 ayat ( 1), bunyinya sebag‘ai berikut :

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dunaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah :

- hak milik,

- hak guna-usaha;
hak guna-bangunan
hak pakali,

“hak sewa,’

hak membuka tanah,

* hak memungut hasil hutan,

- hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang SIfatnya sementara
Sebagdl yang dlsebutkan dalam Pasal 53”

-Hak hak atas ;tanah yang sIfatnya sementara tersebut diatur dalam Pasal 53

yang berbunyi sebagai berikut :

( 1). Hak-hak yvang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16
ayat 1 huruf h, ialah hak-gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang
dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang
“bertentangan . ‘dengan . Lindang-undang ini dan -hak-hak tersebut
dlusahakan hapusnya di dalam waktu yang smgkat '

' (2) Ketentuan dalam -Pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-

peraturan-yang dunaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
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a. Hak Milik

Hak milik adalah suatu hak atas tanah yang terpenuh, turun

temurun, dapat beralih, terkiiat.dan paling sempurna diantara hak-hak atas

: tanah-[ainnya 2, Tetapi pengertian _tel‘k;iaf, terpenuh dan paling sempurna

di sini tidaklah .l.jcl.‘a_i"ti.ba:hw'.a_.”si pemﬂ‘ik-tahah‘ itu boleh bertindak atau
melakukan apa, saja atﬁs fanah itu b-ai.k menjrual, menghibahkan atau
11iewariskaﬁ. Mén_ipakan hak turyn temurun dan dapat beralih maksudnya
-.‘-dap_‘at diallihkall} iaada qlﬂi,w-aris yaﬁ_g berhak. .Hak’ ﬁli‘_lik diatur dalam Pasal
20 sampai Pasal 27 UUPA.

Suby‘ek Hak milik yaitu han'yei Warga Negara Indonesia,

namun Pasal 21 ayat ( [ ) UUPA menyatakan bahwa tidak menutup

- kemungkinan ‘bagi orang asing untuk mempunyai tanah hak milik, yaitu
' de_ﬁgan perbuata‘n-hukum t_ei‘téntu dan syarat tertentu. Orang asing tersebut
_ dapat memperoleh ‘hak milik .dengan cara pewal;isa11 tanpa wasiat,

. percampuran harta kel_{ayaan dan perlihan Sta_tus‘-kewarganegaraan.

‘P_eral;;].l_an t'e.rsel.jut dibat'asil Wakt.uny.a" hanya sati tahun, karel}a dalam
-Wa-lc.tu tersebut_tgi_nah itu hafus dilépas.. Apabil-a ketentuan waktu satu tahun
terslebut di_lala.ikan',_n;aka hak miliknya menjadi hapus dan menjadi tanah
negara déngaﬁ k'et'e,nt-uan-h_ak lain yaug.membébani tetap i)elilal1gSllllg.

Sedangkan untuk badan hukum dapat mempunyai hak milik

. sebagaimana .dit_hnjuk dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963

: ‘denganr syarét tertentu. - -

9

Abdurrahinan, “Masalal Pencabuitan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanal di
Indonesia?, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, Halaman 5.
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- b. Hak Guna-Usaha

Hak Guna U_é'aha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikvasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna

perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Menurut Pasal 28 ayat

(2 ) HGU dlbeukan atas tanah yang 1uasnya paling sed1k1t 5 (lum) Ha.

' Apablla HGU dlbenkan untuk yang luasnya 25 Ha atau 1eb1h maka harus

memakai 111vesla51 1noda1 yang layak ‘dan tekms pemsah’rm yang baik,
sesuai deng‘an perkembangan zaman.

Karena yang dapat diberikan HGU hanya tanah negara saja,

rma'ka dalam .Pasal'_ 31 UUPA ditentukan bahwa HGU terjadi karena

.Penetapanl‘Pe‘l_nerinta'h dan dapat pl}Ia terjadi karena ketentuan konversi

dari hak barat dalam hal ini yaitu hak erfpacht untuk perkebunan besar.
.Subyék HGU yaitu Warga Negara Indonesia dan Badan hukum

yang (lid-irikan_ _,nieriprut lmkum Indonesia dan berke‘dt_lduk'an di Indonesia.

-Apébilé Oi‘ﬁl:]g. ata,q_bad_éxﬂ hukum. yang mempunyai HGU dan tidak lagi

- memenuhi syarat, maka dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau

meng’aliﬁkan hak itu_ kepada pihak lain yang memenuhi syarat,
Ha_k Gu-na—Bangunan . |

Hai; | Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai ban‘gun.a'n atag tanah yai1g bukan miliknya s.endi-ri dengan
Jangka waktu teltentu HGB dapat diberikan bukan hanya ‘ielh‘ldap tanah
negara saJa sepertl HGU tetapl d’lp'lt juga diberikan terhadap tanah hak

milik perorangan, Karena itu HGB dapat. terjadi karena penetapan
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pemerintah maupun karena pétjanjian antara pemilik tanah vang
bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak tersebut. HGB
berasal dari hak lama dapat' terjadi karena konversi misalnya konversi dari

hak sttal, hak eigendom -yang‘ pemegangnya tidak memenuhi syarat hak

erfpacht untuk perumahan.

Subyek dari HGB adalah Warga Negara Indonesia dan badan
hukum yang ;didi_rikén menurirt hukuni Indonesia dan berkedudukan di
"In_dqnésial.‘ | | | |
Hak Pakai
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan altau memungut
hasil dari taﬁah yang dil.(u'asai 1angsung..oleh negara ataw tanah 111i.1ik orang
lain, yang _111é11}berihwéwe.naug dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pmnber_ﬁnnya oleh pejabat yang berwenang memberikannya

dalam perjanjian sewa menyewa- atau perjanjian pengolahan tanah segala

. sesuaty asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-undang

nt.

' | Ya.n_g dapat ‘11161"11p1.,1'r1y'ai,ha_1(! pakai adalah

- _Watga Negara Tndonesia-

- "—‘ Orang asing yang bérkedudukan di Indonesia

- Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

- Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
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) H#_'k,Séw.a

Hak sewa untuk bangunair adalah suatu hak unfuk memberikan

- wewenang - untuk  mempergunakan -tanah milik orang lain  guna

keperluannya mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Hak ini diatur

dalam Pasal 44 sampai Pasél 45 UUPA.

Subyek -1“:1ak sewa yaitu

1. Warga .Negafa Indonesia

2. Orang asiljg yaﬁg‘-berkedu_dukan di Indonesia

3. Badan hukum yang didirikkan menurut hukum Indonesia dan

| V'be rkedud'lu.khﬁ di Iﬁddneéi& h

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

' I-Iak Membuka Tanah

Hak ini diatur dalam Pasal 46 UUPA. Hak ini hanya dipunyai
oleh Wz_trga .Nég‘ara Iildo_nesig dan dizitur ddlam Peraturan.-Pémerintah.
Hak Memlingﬁt Hasil Hutan

Hak ini cliiatﬁ_r dalam Pasal 46.UUPA. Hak ini hanya dipunyr.di
oleh Wa'rga N'eg':-;ﬁ.r.é 'Indoné;sia dan diatur dalén@ Pera'tu;an Pemerintah.

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas

’ yallg"a-kan ditetapkan dengan ﬁndﬁng-undan‘g serta hak-hak yang
i sifatnya sementara sebagai yang disebutkmf dalam Pasal 53

1. Hak Gadai -

Hak Gadai adalah suatu hak yang dipegang oleh seorang

kreditur yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengusai
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tanah débi‘;ml'ﬂ}.f,_;cl dan tirut menikmati ataﬁ mengambil hasilnya selama
s debifur belum dapét'melunaskﬁn ]111fa11g11y;1.' Hak il_ii memiliki masa
berlakuyaltu 7' "(-;cujﬁh ) ‘iahun._biqﬁw dalam PéSal 5_3;"UUPA
. Hak Usaha Bagi Hasil | |
| Hak usziha bagi haéil adalah hak yang me;‘nberikan
we:we11§_11g'lkc.:pada seorang penggarap unttuk dapat mengerjakan atau
méngusahak@ ta.nah milik orang lain dengan memberikan sebagian
tertentu dari jumlah hésil -taﬁah tersebut kepada pemiliknya menurut
péljanjiaﬁ.. Masa. berlaku bagi t_analh éawah sekurang-kurangnya .3
e '(.tiga ) talxh_un d'all‘.l. bagi tanah kering sekurang—kurangnya 5 ( lima )
_tlahunf N |
| H‘z_lk Seﬂ:)ya Tanah Pertanian
Hak sewa tanah péftanian adalah‘ "suatu hak untuk

" 1‘nembefi'kaﬁ wewenané untuk me.mpergu‘nakan tanah pertanian milik
orang lain. Hak ini memiliki masa berlaku 7 { tujuh ) tahun.
Hak Ménumpang

Hak 1ﬁ'énu'mpang adalah suatu hak yang memberikan
L Wewen‘ag_g' kep_é-da seéé'drzing ‘atau s‘uatu-. .pihak- untuk menumpang
tinggal di ataé. Vtanah' fnllilik orang lain, baik dengan menempati
.bang.uﬁan yang- sudah ada maupun dengﬁn membangun sendiri bila
séahdaiﬁya ‘.tar}ah‘ _’Fersebut‘-m‘asﬂ-“l kosong. - Hak. ini bersifat turun

“temurun yang berarti bila pemilik meninggal dunia, maka dilanjutkan
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oleh ahli watisnya dan tidak dapat dilihkan kepada pihak lain. Dalam

hal ini pemilik dapat mengakhiri hubungan hukum sewaktu-waktu.

D. KETENTUAN KONVERSI HAK-HAK ATAS TANAH

. Istilah léonver‘si _serihgkal_i kita j.um‘pai dalém hukum tanah dan
te'ruta;ﬁa kita jﬁiﬁpéi dalam _Peraturaﬁ Da'sar. Pokok Agrai‘i_a (UU No. 5 Tahun
1960 )..rlKita ﬁwngeﬁal nlis.alrljra Konversi Hak Eigendom dapat 1ﬁe;1jadi hak
milik, halk erfpac.ht dapat menjadi hak guna usaha dan hak opstal dapat

menjadi hak guna bangunan vang kesemuanya itu tentunva disertai dengan
_ Y Y g

'sjwarzitﬁjza_rat. t@rteut_ﬁ. Jadi konversi yaitu pernbahan secara yuridis hak-hak

atas tanah yang -berasal dari bekas hak milik adat maupun hak-hak barat yang
salah satu hak terdapat daiam UUPA. Terj adilljfa_1<011versi merupakan masalah
yﬁug saﬁgat penting.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan secara singkat mengenai proses

' terjadinya hak baru dari konversi tersebut :

- Mengenai halk ye_lng'bel'aSal' dari hak barat adalah lebih mudah. Seseorang

yang memiliki t'ahah- dengan hak barat ta.npa melalui penguniuman dan
‘tanpa penegasan, cukup datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional
untuk. inenlcz_ltatkah‘ hakn'-ygll Kmpu_dian “c.)l‘eh ‘Badan Parte_mahan Nasionﬂ
dir:-a:ta‘[l.mtukE memperoleh h_ék’ ‘yang‘ sesuai dengtdn:“_ﬁ,.lugsi dari tanah

‘ 'te'i:éébut _disz.unp_.inlg‘llglewargaﬁcggraall 'ls.i-pemilii(. |
- Mengenai tanah yang berasal dafi hak adat perlu adanya penegasan
k‘onve'rsin_yé bilé, yang bersangkutan akén 1116ndafté1_rka‘n tana‘hnya. Karena

pendaftaran tqféebﬁt tidak sama dengan berlakunya konversi tersebut
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disebabkan oleh yang bersangkutan harus diajukan permohonan pencgasan

haknya oleh pemilik dan disamping itu harus pula diumumkan haknya

~dalam waktu dua bulan-tetlebih dahulu, Pengumuman itu dimaksudkan

untuk dikefa_hiti oleh semua pihak, apakah pihak laiil_ merasa keberatan
terhadap radanyei isi pengumuman tersebut. Apabila pengumuman itu tidak

ada yang membantah atau keberatan dalam waktu yang ditentukan yaitu

I .dua_ bulan, maka oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional ditetapkan

~ haknya sesuai dengan perniohonan si pemilik.

Seperti diketahui setelah UUPA hak atés tanah lama baik meénurut hukum adat

maupun hukum barat dikonversi menjadi salah satu hak yang diatur dalam

UUPA. S_'ztl.ah satu hak yang banyak dipunyai oleh orang Indonesia adalah hak

milik adat / tanah Yasan. ‘Tanah-tanah ters_eb’ut S_ebagiah besar memenuhi

syarat untuk dikonversi menjadi hak milik.
‘Namun . demikian, untuk. alat buktinya sampai saat ini belum

sclmuhnya bempa semplkat tanah. Bagi tanah bekas halk milik adat

pennhknya 1'113.5111 banyak yang menggunakan petuk pajak sebaoal alat

-buktinya, yang_sebenarnya me_uurut hukum petuk pajak merupakan petunjuk

kuat tentang pe_milikau tanah tersebut. Hal tersebut tentuuya berbeda dengan
Seltlplk'lt tanah yang menurut Pasal 19 UUPA sebagal alat bukti yang kuat.

Salah satu tujuan UUPA adalah. meletakkan dasar untuk menjamin

- kepastlan hukum tanah 1akyat Kepast1an hukum te1sebut ~dapat dicapai tidak

hanya tersedlanya- —peraturan _secara tertuhs,‘ namun - dilaksanakannya

pendaftamn tanah.
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E. PENDAFTARAN TANAH

Pengertian Pendaftaran Tanah
Pendaftaran berasal dari kata “cadaster”, svatu istilah tekhnis

untuk -suatu. record ( rekaman ), menunjukkan kepada luas, nilai dan

- lgepé111-ilika11 (:lainr—lai.n alas hak ) terhadap suatu bidang tanah.

- Kata ini berasal dari kata latin “capistrum” yang berarti suatu

register atau capita'atau'unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi

- ( Capotatio Termena ). Dalam artian yang tegas cadaster adalah record

. '( rekaman daripada lahan-lahan, nilai-nilai daripada tanah dan pemegang

haknya untuk kepentiugan perpajakan ).
Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh

‘negara atau pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa

" pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu
- yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, ‘penyimpanan dan

“pehya_iian'ﬁya bagi kepentingan rakyat, dalam memberikan kepastian

hukum _diﬁidang pertanahan, termasuk -penerbitan tanda buktinya dan
pemeliharaannya 0

;‘VPeny.elc_anggﬁ,raan pendaftaran tanah ' dalam masyarakat
modern merupakan tugas négafa yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi

kepentingan rakyat, dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang

. _pe1‘fa11é111311. Sebagian kegidtannya berupa pengumpulan data fisik tanah

"‘_ya_ng, hakny;g_i.- dida_ftar, dapat ditugaskan kepada sWasta. Tetapi untuk

10

Bocdi.l-[gz'sono, Op. Cit, halaman 72
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" memperoleh kekuatan hukum; hasilnya memerlukan pengesahan pejabat

" bendaﬁaran yanQberwenaﬁg,'kafena -akan digunaka_n s'ébagai bukti.

" Demikian pentingﬁya' da‘ta‘-déta tersébut, maka data-data itu.
_diperdlehnya d,e‘nlgan- cara yang seksama dan seteliti mungkin oleh petugas
penda:ftarén tanah, baik data-data yang menyangkut subyek hak atas tanah
..maupun dat.a-l&a'ta yang m:enyangkut obyek hak atas ténaﬁnya. Persoalan
yang timbul berkenaan dengan pendaftaran ini t_idaklah hanya meliputi
téntz:mg batas tanah atm;l bﬁ;as rumah di gtas tanah itu,.tetapi adalah lebih

' jauh lagi yakni maéalall lentang peralihan hak atas tanah, sehingga untuk

' ‘J'néﬁgat'asi problem .ihi secara ‘preve'ntif'-‘lenibég_a pendaftaran tanahlah yang

‘ bany_ak‘ d'ih_arapkan. H

Pendaftaran tanah seb.elumhya d‘i_étur dalam Peraturan

-Plenierintah No.l 10 Tahun 1961‘, namun kelmudian dilakukan

penyempurnaan “dan penyesua1an melalui Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 dengan dasa1 guna mengantlslpas1 perkembangan zaman, agar

dapat meningkatkan l;ontnbum.maupun‘ dukungan yang lebih optimal pada

_ pemba-ngunah' dibidang iaeﬂanallaii, .serta bagi pemerintah untuk
mehksanakan kebl_; aksana an pertanahan

Di dalam pe1atu1an yang lama ( PP No. 10 Tahun 1961 ),

' pehgﬁ:’ﬁiah "poko'k—pokok penda_ftalran -tanahl,' asas dan  tujuan

pénye'lengga;'aaﬁ pendéftéran tan;ahjbeluni jelas. Sedangkan ketentuan

dalam ketentuan yang baru, pendaftaran tanah selain untuk memberikan

n

Bachtiar Effendie, “Pendﬂﬁamn Tanah i Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya®,
© Alumni, Bandung, 1993 Halaman 15
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kepastian hukum _dibidangfpertanahan, -juga digunakan sebagai sarana

*  informiasi terhadap bidang,—b_idangjanah baik. terhadap masyarakat maupun

pemerintah.

Pendaftaran Tanah menurut Pasal L angka 1 Pe1atu1an Pemerintah Nomor
24 T'lhun 1997

."‘Pe'ndaftaran_ Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Penierintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah dan satuvan-satuan rumah susun, termasuk pemberian

“surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-

hak te ctentu yang 1116:111beb'1111nya

Kete‘11tuan-'_ke‘;cntuan‘ yang merupakan dasar hukum pelaksanaan

pendaftaran tanah di Indonesia adalah sebagai bérikut :

" a Pasal 19 ayat (1) UUPA

“Untuk -menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan ymg dntul dengan Per '1tu1 an Pemerintah”

b. P-asal 23 ayat( 1 )U‘UPA '
“Hak milik, démikian pula setiap peralihan, . hapusnya dan

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-kétentuan yang dimaksud dalam Pasal 197

. Pasal 32 at (1) UUPA

e “Hak guna usaha termasuk syalat syarat pembenannya demikian juga
_ ‘perahhan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut
B ketentu'm ketentuan yang dlmaksud dalam Pasal 19”

d. Pasal 38 ayat( 1 )UUPA
“Hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberlamlya demikian

juga. setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”
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Dilihat dari cara pelaksanaannya, pendaftaran tanah dapat dibagi menjadi

‘ a)..

.2 yait’ﬁ :

Pendaftaran-tanah secara sistematik adalah keg_iatal1 pendaftaran tanah

-untuk pertama kali dilakukan secara serentak. yang meliputi semua

© obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalaﬁl wilayah atau

b)

sebagian Wﬂayah suatu desa / kelurahan.

Pcndaftaral_i tanah secara sporadik adalah ‘kegiatan kegiatan

- pendaftaran tanah untuk pertama‘kali- mengenai satu atau beberapa

obyék pendaftaran tanah- dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa

. atau kelurahan secara individual atau masal.

Asas-asas Pendaftaran Tanah

- Menurut Pasal -2 PP Nomor 24 Tahun - 1997, "P_éndaftar_an tanah

'd_ilaksanékan berdasarka_ﬁ -

a)

-_b)

Alsasg sederhana
_ Asas. sederhé_ﬁa _dal'z;m pendaftaran tanah diméks_udkaﬁ agar k;atentuan-
ketentuan <_ pokokuya- _ maupu.n prosedurnya dengan " mudah dapat
di]iallanli oleh pih'ak.-piha-l_{. yé_hg bcrkéiaenﬁngan, ;[erutama para
'pemega:ng 1.1_-aik atas tanah. | |

Asas amaﬁll

Asas aman di\lﬁakStﬂkan, unt-uk‘nwr_mnj ukican bahwa pendaftaran tanah
'_'perlu."cjlis‘eleh-g'gara-ka_n séca_ré fceliti .dén cermat se_hing‘:g;i hasilnya dapat
1116111bel'ii<a11 jam‘inan‘ kepastian l;lﬁkum sesuai tujuah pendaftaran tanah

itu sendiri.
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Asas terjangkau

Asz_ls tefjangkau dimaksudkan ketérjangkauan bagi pihak-pihak yang

‘memerlukan, - khususnya  dengan memperhatikan’ kebutuhan dan -

. kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan

dalam. rangka peﬁyeienggaraan peﬁdaftaran tanah harus bisa térjangkau
oleh para pihak 'yang memerlukan. |

AS-as' nnilt.akh-ir,

Asas mut.aichir dim‘aksu.dkan kelengkapan | yvang memadai dalam
pelaksanaanﬁya, dan késinambung&ﬁ dalam pemeliharaan datanyé.

Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk

Citu perlu diiklit-i- kewajiban mendaftar: dan -pencatatan perubahan-

perubal’iaﬁ yang terjadi dikemudian hari.

Asas terbuka.

“Asas terbuka berhubﬁngan dengan asas ‘mutakhir dalam hal

pemeliharaan data pendaftaran secara terus menerus dan

berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor
. Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan

“masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar

seliap saat.
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3. Tuj u'an Pendaftaran .Tanah

Memu ut keterzmgan Pasal 19 UUPA JO Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997,

- tujuan pendaftman tanah adalah

:a)

_b)‘

Untuk membel 1ka11 kepastlan hukum dan pmlmdungan hukum kepada

_pemegang_'hak atas sua._tu bidang tanah, satuan rumah’ susun dan hak-

hak Jain yéng terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Karena kepada mereka

masing-masing dibérikah surat tanda bukti hak ( sertipikat } oleh
Pemerintah.
Untuk . - menyediakan informasi ‘kepada  pihak-pihak  yang

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat

‘1ﬁ_cmper_c')le'h data yan.g dipeﬂukan dalam mengadakan perbuatan

jhukum mengenal bldang bldang tanah dan satuan-satuan rumah susun

- yang sudah te1dafta1 Karena keterangan—keterangan tersebut yang

dlsnmpan di Kantor Pertanahan bidang penyelenggaraan pendaftaran

tanall  terbuka untuk umum, Dalam arti umum boleh mengetahui

dengan melihat sendiri-daftar dan dokumen yang bersangkutan atau

. meminta’ keterangan -tertulis. mengenai -data yang diperlukan dari

_Kantor Pertanalan tersebut. .

¢) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

4. Sistem Penda-ft»éran Tanah.

Ada dua sistem perldaftarall tan%dh yaitu :

a.

Sistem pendaftaran akta ( Registration of deeds ).
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. :‘ b. Sis‘ltem ‘p.éﬁd‘af.taran hak ‘('Regi‘strati_o“n‘ of titles ).
| Baik 'dal_am. si;tem ‘pendaftar'aﬁ- akta maupun system
.p.cndé-ftaran .hak .tiap .penjlber'ian atau. menc_iptakan _hak baru serta
Ipémii.i"dahah dan pembebanann}?aﬁl‘déllgan hak. 'laiﬁ kemudian harus
o ‘_dibl..l.kflikalfl d;éﬁgan suati ékta; Dengan akta terSebu‘t{ dengan sendirinya
dimuat datal yulridis tanah y-éng bersangkutaﬁ, perbuatan hukumnya,
haknya, penerima haknya dan hak apa yang 1ﬁen1bebankal1. Pada kedua
_‘si.stjt.am ini,:.akt"a‘merupa]{an surhber data yuridis, data yuridis inilah yang
. didaft_air ole’h.Pejébgt Pendaftaran. Tanah.
' P.a,dgl'- a-w'aln'y_'a =Hiﬁdia Bela11da ‘j,uga: mgngg_tmakan sistén? pendaftaran akta
- bagi-pendaftér.an 'tanah-tdﬁah hal__c barat, l_{arenﬁ kéfentLlal-l. tersebut terdapat
dalam ‘_Ki_tab‘ Undané—undahg 'Hu'kum ‘Perdata yang berlaku di Indonesia,
‘ kemu:dian dicabht--kembali‘ oleh UUPA. Dalam sistem ini, tiap k(-:lli terjadi
"‘perqbah:éui wajib d_ibtiatkan akta sebag.,ai‘bukfcinya, maka data yuridis
d_iperlukalll llal:us dicari akta-akta yaﬁg bersangkutan, Cacat hukum dalam
suatu akta bis.a mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang

d-ibuklikan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data

(33

title search *, yang bisa

u '  yuridiél h‘a;u.s_ : dizlla.ll{ukan. apa yang disebut
jﬁénﬁak&n _'w:.ak'tu dan biéyﬁ Akar‘eﬁ.a‘ 1111t11k .ti.tl.é'-search_ diperlukan bantuan
ahli—.l | | | | |

Maka ditlsipt'akan oleh Robert RiChard Torrens sistem baru yang

_ ‘lebih:sederhana dan. 111einungkinlcan c).'rang memperoleh keteranga'n dengan

~cara yang mudah, tanpd harus mengadakan title-search pada akta-akta
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yang ada Touens pernah menjabat Registrar General of Deeds di

‘ Adelmde ( South Aus‘aaha ) pada tahun 1853 Dalam kedudukannya

sebagzii P'ejabat : Tertinggi pendaftaran itu ia menciptakan sistem

“ registration of titles “, yang kemudian dikenal dengan sistem Torrens 12,

Sistem publika'si‘ yang digunakan UUPA dan PP 24 Tahun 1997 adalah

‘sistem ne_gzitif“y'ang mengandurig unsur positif. Sistemnya bukan negatif

murmni, terbukti-dengan adanya pendafiaran akta yang merupakan sistem

publikasi negatif yang disertar pendaftaran hak yang merupakan sistem
- publikasi positif,
5. ‘Asas Pengukuran Tanah.

~ Penetapan batas bidang t'émzﬂi yang sudah ‘dipunyéi dengan suatu hak yang

belum terdaftar-atau yang sudah terdaftar tapi belum ada surat ukur atan
gambar sifuasinya atau éurﬁt ukur ataﬁ gambar situasinya tidak sc;,suai lagi
dengan keadaan yang sebenamya dilakukan be1dasa1kan penumukkan
batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan sedapa[ mungkin

disetujui oleh para pemegang hiak  atas tanah yang berbutasan

( “ contradictoire delimitatie * ). Penetapan batas bidang-tanah yang akan
| ,d'ibérik.an dengan hak baru oleh Negara ( Badan Pertanahan Nasional )
' dilakukan sesudi ketentuan tersebut di atas atau atas penunjukkan instansi

yanglﬁél'.We-_l_lang (Pasal 18 ).

Boedi‘Harsono, Op.Cit, halaman 70-77.
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 BABIII

- METODOLOGI PENELITIAN

“Metodologi Penelitian” berasal dari “Metode” yang artinya cara yang

“tepat ul_ltuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya 1lmu atau pengetahuan,

jadi metodologi artinya cara menggunakan sesuatu yang menggunakan fikiran
secara seksama untuk mencapdi suatu tujiian. Sedangkan “penelitian” adalah suatu

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan . dan menganalisa sampai

~ menyusun laporannya .

Dengan. inenggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk
menemukan, menentukan, menganalisa suatu masalah tertentu sehingga dapat

mengungkapkan -suatu kebenaran, serta metode dapat memberikan pedoman

tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, serta

menmﬁénni- penné@lahzjn yang'_diliadapi,_
| P..énelitiah édalah kegia't.a-n -ilmiéh yét‘ig niempergunakan pengetahuan
dari éunﬁer—s_mnbgr-151‘i111€1'-d611ga11 ttljtiél_11 mienemukan prinéip—ial'i11sip umurn serta
me.l}gadakm.‘l ra'malan-generalisasi d1 luar sampel yang ditéliti..
o _ P@:ﬁeliti_éﬁ huklll.m mei‘u_p_akan: éilahl kegiatan ilmiah yang didasarkan
padél métc}dé, sjste'm_at:ilca dan peﬁiikira’n tertentu  yang bertujuan untuk

mempelajari  satu atan Dbeberapa gejala  hukum  tertentu -dengan jelas

menganalisanya kecuali itd juga diadakan peleksanaannya yang mendalam

" Chaolid . Narbuko -dan "H. Abu Achmadi, “Metodologi Penefitian”, PT. Bumi Aksara,
Jakarta, 2002, halaman 1.
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terhadap .falgta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

' pérmE}Salahan.-_penﬁasalahan yang timbul di dalaﬁl gejéla- yaﬁg‘ bersangkutan .

.D'al'am melakukan suatu penelitian diperlukan data-data yang akurat
baik dari data primer maupun data sekunder. Untuk itu harus digunakan metode

penelitian tertentu agar dapat hasil penelitian yang memenuhi syarat baik dari segi

-kualitas maupun kuantitas.

Penelitian sebagai 'sua.tu saralna‘ pokpk dalam. mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknolo gi.b’ertujluan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran
secara ,siStelllaﬁs,' iiletod'ollc‘)gis dan -.konsisten karena melalui proses penelitian
terse.but diadglkaﬁ fc,lﬁaliéi's daﬁ kon.‘strui{‘t_if» t.er_l"‘ja‘dAapr data yﬁng félah dikumpukan

dan diolah.

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wergu Kulon, Wergn Wetan dan Mlati

Norowito Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

B. Mﬁro‘DE PENDEKATAN
| .. Berdésark-an: r'umus'an-'masallah dan. ﬁijua11 ﬁene)liﬁan maka metode
. pé11d¢1<a.ta11 yang di.gunakan adzﬂéh metode pendekafan yurid'is empiris.
| __Pendékatan yu.ridis dipergunakan ‘ul‘]tul‘c ‘-me.n.gaﬁ'alisa berbagai
“pflsl"at‘l.llj‘;':'ll‘; ﬁerilli.dalig—ulldal;gaﬁ | di‘bid'angA -pel%aaftaran tanah bekas ];ak milik

adat.

AL Soerjona Seckamto, “Pengautar Pepelitian Hukunr?; U] Press, 1986 Halaman 43.
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Sedangkan p_endekat-an- empiris dipergunakan untuk m'enganalisa hukum

bukan semata mata sébagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan

‘yang bemlfat nonnatlf belaka akan Letapl hukum dlllh"lt sebagal perilaku
‘masymak.it yang mengejala dan mempola dalam kehldupan masya1akat selalu
_berinteraksi dan pEI‘llllbtxllgala dengan aspek kemasyal-'akatan seperti politik,
. ekonomi, sqsial “dan .hudaya. Berbagai temuan lapangan. vang bersifat
“individual akan dljadlkal‘l bahan utama dalam 111engungkapkan permasalahan

" yang dltelm dengan berpegang pada keten‘man yang uounatlf I3

Kajian d1dasa1kan pada atulan aturan hukum yang berlaku tentang

teknis 'atur-an penda,ft'a,ran tan‘ah, tentang prosed-ural- pendaftaran tanah milik

bekas hak milik adat, tentang ketentuan konversi tanah-tanah dari hak adat

yang meliputi aturan-aturan antara lain :

: 1. Und'mg Undang Nomm 5 Tahun 1960 tent’mg Peraturan D'lsat Pokok-

pokok Agrana ( UUPA).
2. Peraturan Pe_rneﬁntah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Pemerintah Agraria / Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang

- Pedoman Peﬁyelesaian Ma_s'lalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

. SI’ESIFIKASI PENELITIAN

Spes1ﬁka31 yang d1gunakan dalam penehtlan ini berupa penelitian

deskriptif analitis, bertujuan untuk memberlka_n gambaran tentang suatu

: ma'syar'akat& atau suatu kelompok orang t_eﬂ;éﬁtu atau gambaran tentang suatu

Ronny Haniiijo  Soemitro, “Metode Penelitian Hukunm®, Ghalia [ndonesia, 1982
" halaman 9. .
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_ C’C_]ala atau hubungan antara dua gejala atau leb1h Leblh jauli penehtmn ini
'belusaha untuk menjclaskan postulat-posmlat yang diteliti secara lengkap

~ sesual dengan tcn1uan.~tmnuan dilapangan.

. POPULA SI DAN TEKNIK SAMPLING

Populam adalah selumh obyek atau seluruh gejala atau selmuh unit

yang akan diteliti oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas. Maka

kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup

diambil Sebagian Saja un:tu'k diteliti ‘sebagai sampel untuk memberikan

.ga1nba1a11 yang tepat dan benar.

Populam dalam peneh‘man ini achlah Sem.ua tanah bekas hak milik

adat lba.ik yang ‘telaly didaftarkan_ -magpun yang belum didaftarkan di

Kabupaten Kudus.,Adapun t-lanah beké.s hak milik adat-yang belum didaftarkan
sebes_ar"Z()—é {0 persen.

| Mefode pelll'entuan sample dgilan1 penelitian . ini- adalah teknik

i‘andom s‘ampllir:lg, yéitu cara pengambilan sample dari semua anggota populasi

dilakukan secara aéak tanpa mempérhatikan strata. yang ada dalam anggota

p11p01a31 11:u Adapun yang menJadl sample dalam penelitian ini adalah

E sebanyak 2 orang darl t1ap desa yang telah mendaftarkan tanahnya yang juga

merupa_kan rc.Sponden.

" Selain mereka terdapat juga beberapa responden yang lain yaitu :
Kepala Seks1 Pengukurm dan Pendaftalan Tanah Badan Pertanahan Nasional,
Camat Kota, dan Kepala Desa ‘Wergu Kulon, Kepala desa Wergu Wetan dan

Kepala Desa Mlati Norowito.
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 E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

S :Da'la;11 pe;;él‘i’tian i.ni_; gilka.n_di‘té.l-‘i'ti déta p_}imei" dan data sekunder.
VData primer diﬁe_roieh nﬁelalui ﬁletodé‘wawanca1'a. Sedangkan dafa sekunder
diperoleh dengﬁn ménggunakan metodé dokumentasi. |
1. Métode Wawqﬁcara
Metode wéwancérd -m.emp-akan'_metode untuk111engumpulkan data primer.
Wa‘wancalra' mi - dilakgdnakan" dengan mendatangi langsung subyek
- penelitian untuk memperoleh il;formasi tentang permasalahan yang diteliti.
2 ' Metéde Dokumentasi
' Métédé dékumeﬁfési gdaléh_‘ 'nie_n'cari data m:engén.ai hai—hal tertentu yang
B -bcrupzlrca.tat'an', ‘h:'a.hs‘krip,‘ blii(ﬁ, '-'sm“-a‘t keibéﬁ‘, 11iaje;1al1, notulen rapat, agenda
* dan sébagainya.‘ -
‘Data dokumentasi dalallla penelitian ini ‘d“igunakan untuk memperolah data
sekunder sel:b..agai _ data pe]engkap untuk “menjawab‘ permasalahan

penelitian.

F TEKNIKANAL.ISI"S
| Anali_si_s' défa fpada-.ﬁenelitian ini dilakukan secara kualitatif,, yaitu
_ dari‘ déta_yang diperokh, ken-lud:ian distlé;i111. secara sistcmatis dan dianalisa
secara kuéllitati:f untuk 111611c_apa‘irk.ejéla‘san' '111#1sd_1ah yang dibahas.
‘. -Anal”isis'_ d_ata‘ ‘_kua_lritat:if adélah suatu cara penelitigm yang

~menghasilkan data deskﬁptif analisis, S/aitu apa yang dinyatakan oleh
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responden secard tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh 1,

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan

“dan penginterpretasian secara logis sistemtis. Logis sistematis menunjukkan

~cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan

laporan penelitian ilmiah.

" Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secata

deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesual

dengan -permasalahan-yang diteliti. Dari hasil tersebut, kemudian ditarik
kesimpulan yang inerupakan_ jawaban atas p;:miasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini.

16

Soerjono -Soekanto dan Sri Pamudji, “Penelitian Hukium Normatif' Suatn Tinjuuan
Singlai”, Rija Grafindo, Jakarta, 2001, halaman 12.
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" BAB IV n :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

'A. PELAKSANAAN DALAM PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK

MILIK . "ADAT "BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH

f NOMOR 24 TAHUN 1997

Be1dasa1kan hasﬂ penehtlan d"lIl Kant01 Pertanahan Kabupaten

K_u'dus, sebehun ber_lakunya UUPA, -tanah adat terdm atas tanah sawah dan

tanah daratan, sedangkan sesudah UUPA bekas tanah adat diubah berupa :

1. Tanah pérta.nia-n,'terdiri tangh-untuk tegalan, sawah, perkebunan, hutan.

‘2. Tanah non pertanian, terdiri dari tanah untuk perusahaan, perumahan,

pertolcoan, industri.

. Pemilikan tanah adat hanya dapat dimiliki oleh orang Indonesia
‘aslli, kecuali beripa perkcbunan besar dan hutan. yang dikuasai oleh
pemerintah karena 111611yang1;ut hajat hidup orang banyak sesuai Pasal 33 ayat

(1) UUD 1945 yang berbunyi :- "

‘“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, séfisien bmkeadﬂan berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
persatuan nasional”.

Mengingat bahwa tanah hak milik adat di Kecamatan Kota

' Kabupafﬁen, Kudus .masih banyak yang belum diserti-pike{tkan, maka dalam

'pi'aktek masih banyak wargd masyardkat yang tetap menyebutnya tanah yasan
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atau hak milik-adat, Hal deniikian sebenamya secara yuridis penyebutan itu

tidak te_-pat'karena sejak UUPA berlaku méka hak milik adat atau tanah yasan

tersebut telah dikonversikan menjadi ‘hak milik. Konversi diatur dalam Surat

. Keputu"san Ménteri Agra}-'ia Daerah Kudﬁs Nomor :‘Kagda 10/SK/ 18/ Agr
/ Konv / 1962 tanggal 16 Januari 1962 oleh Kepala Agraria Daerah Kudus

- ( M.S. Nmpoepoatmoko )

Istilah konversi seringkali kita jumpai dalam hukum tanah dan

‘ terutaﬁm dal‘a'm' UUPA.- Jadi konversi yaitu penghapusan atau perubahan

- secara hukum hak hak atas tanah yang berasal dan bekas hak milik adat

maupun hak hak alas tanah yang belasal dari hukum perdata barat dan diubah
lTlell_]Eldl hak-hak atas tanah seperti .yang terdapat da}am UUPA. Konversi

mempakan masalah yang sangat penting, hal ini berpedoman pada PP No. 24

Tahun 1997 dan PMNA No,. 3 Tahun 1997.

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana

‘ dimaksud 'dalam Pasal 5 PP No. 24 Tahunl i997 tentang Pendaftaran Tanah,

tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan,

o kecu_arli kegiatan‘-keg’iatan‘ tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau

'pe’rundang-u-hdah_gan y&ng-béréangkutaﬁ ditugaskan pada pejabat lain.

. Dalam- inelaks'anakan- pendaftaran tanah, kepala kantor pertanahan
dibantu- oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan
kegiatan—kegiatén tertenfu menurut pearturan pemerintah i11i dan perubahan

perundang-undangan yang bersangkutan.
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- Pada Pas_a_I.JS -'P-eratur"an Pemeiintah Nomor 24 Tahun 1997

menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik,

I.ce.p_ala kantor pei'ta£1a11a11 dibantu oleh Panitia Ajudikési yang dibentuk oleh
Menteri ataL:1 pejal_-qét yang ‘dituﬁjuk.‘

Per,aturah Pemerintah No. 24 Tahun 1957 yahg menyempurnakan
Peratman Pemenntah No. 10 Tahun 196] 1111 telap d1pe1tahankan tujuan dan

gistem yang dlgunakan yang pada hakekatuya sudah dltetapkzm dalam UUPA

- yaitu bahw.a p_e_n_daftaran tanah dlselenggarakan.dalam rangka memberikan

_]"llIlll‘lal‘l kepasnan hukum dibidang pertanahan dan bahwa szstem publikasinya

adalah Slstem negatlf tetapl yang mengandung unsur posmf karena akan

'ménghasilkan sylratfslll'at' tanda bukti hak' y_ari‘g ‘bel_'laku sebhagai alat

pembui&tiun yang kuat, seperti yang dinyétakan dalam Pasal 19 ayat ( 2 ) huruf
¢, Pasal 23 ayat ( 2), Pasal 32 ayat ( 2 ) dan Pasal 38 ayat ( 2 ) UUPA.
Pendaftar_un-_fanah juga tetap dilaksanakan melalui 2 cara, yzﬁtu pertama-tama
secara \s.istema'tijlk :yallg -1_1%elip.ut.i wilayah -satu desa- atau kelurahan atau

sebagaitiya yang teruatama dilakukan atas prakarsa pemerintah dan secara

" sporadik, yaiti pend_aftaran mengenai bid_ang—bidaljg tanah atas permintaan

pm‘negang até\_u, penierima  hak ya-lng‘ .be_rsangl‘_c'utan secara individual atau
méssal. L “

5 'Penyempmjllaan yang diadakaﬁ meliputi ‘peneé‘asan berbagai hal
ya‘ﬁg | Beilllll.jélﬁé.ldalani .'perélt'uran yahg 15ma_, antara’ lain pengertian
lpendaftarzm tanah itu. -séndiri, asas-asas dan tujuan .terselenggaranya, yang

disamping untuk memberi kepastian hukum sebagaimana disebut di atas juga
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dimaksudkan untuk' menghimpun dan: menyajikan informasi yang lengkap

‘mengenai data fisik dan data yuridis tentang bidang tanah yang bersangkutan.

Prosedur iaengmnpul'an_ data penguasaan jltga -dipertegas  dan

dipérsingkat seita disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum dibidang

pengﬁasazln dan peémilikan. tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap

- bidang tanah tidak dapat diabaikan.

" Oleh karena itu masalah pengukuran dan pcmetami serta penyediaan

peta berskala besar -uituk keperluan penyelenggafaan_ ﬁelldaftaran tanah

‘merupakan hak yang tidak boleh di_abéikan dan mempakan bagian yang perlu

mendapat perhatian serius . dan seksama, bukan hanya dalam rangka

- pengumpulan data -penguasaan tanah tetapi juga dalam - penyajlan data

penguasaan / pemilikan tanah-dan penyimpanan data tersebut. Perkembangan

teknologi pengukuran dan pemetaan seperti cara penetuan Titik Global

Positioning ( GPS ) dan komputerisasi pengolahan, penyajian dan

penyinipanan data.

' P_élaksémaqp -ia‘engui(‘h.ran"‘_‘dan ﬁeﬁue‘f&}ﬁn_ 'c.I'ellpatrl dipakai dalam
ﬁehdﬁftémn tanah; 'U:ntl.l.lg':\ ﬁlelﬁpé'r(-:epét peﬁg’ukﬁran dan pémetadn dibidang
ta-nah har;.us didaftar"penggm‘léé.-n-tek11610gi moderrt, seperti Global Positioning
Systéni'( GPS ) déq 'komp'ut,eri‘sasi_ pcngolalla11 dan penyi@paﬁan data perlu

dimungkinkan yang pengaturannya diserahkan kepada Menteri.
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' Mcnurui‘. PP No‘. 24 Ta_huﬁ 199_? te.rs;ebilt, pendaftaran tanah dilakukan melalui

ta hap-t_ah_ap :

A T:ah'n'p penda’ftafan pertama kali.

’fahup ini dilﬂkﬁlcall aﬁa‘bila tanah yang bersangkutan sebefumnya belum
didafta_tﬂcﬁn / petﬁk pajak _kemudian didaftarkan dan memperoleh
_ Scljtipii(at tanah. |
L. Tah’zip pemelli'haraan tia:ta .pe_nda.ft_aral_l fziﬁah
. -'fah,up .,ini,ail'a.lkuka‘n ap:abilal‘terjadi perbuatan h_lik_um terhadap tanah
.‘yahg‘berl-sa‘llglld-‘llt"alr_l lilisai ;: jUal p.eli, ‘pewar‘isar‘i darﬂqiﬁ—lﬁin yang perlu
diikuti déng.aﬁ pé,ndaftarén. Hal iters‘éb.u‘t“dﬁnaksudkan agar data yang
tel_'c'antmn‘dale.lm sertipikat merupakan data yang mutakhir sehingga data
fisik dan. data yuridis yang tercantum dalam sertipikat sesuai dengan
kenyataan. 'yéng a.dé di lapangan. Tanpa‘dilék.u:kan pendaftaran tanah
setelah t:erj_a‘dinjm pc}'buata'n -illlkllill; ‘akan berakibat 5a11wa data pada
sertipikat ti_d_ék cocok dengén faktanya. .
Peiaksa11aa11- pendaftarén ta.n_ah ‘ble‘k.as hak milik adat di Kecamatan Kota

Kabupaten Ku.dus dibedakan dalam 2 hal yaitu ”;

1. Pendaftarén-de.,.nge_m‘.sukarel'ai; o

. Pendaftaran yang sukarela terjadi atas permintaan orang
yang bersangkutan yang.mamiliki tanah dengan kesadarannya sendiri.
Berdasarkan keterangan dari kepala Kecamatan Kota Kabupaten kudus,

~ masih sedikit permintaan mengenai pendaftaran secara sukarela. Hal ini

Hasil wawancara célengan 'Suda'r'ji; Warga Desa Mlati Norowito, tanggal 5 Mei 2005.




48

disebabkar karel1a-ti11gkat ,keséldaran 111ésyar§1kat yéu'lg belum banyak

1ﬁengetah}1i akan aﬁi ,pen“fingnya‘ sertip,ikaf tanah. Masyarakat setempat

- menganggap_.'.Abahwa dengan sudah dicatatkan tanahnya di Kantor

Kelurahan sﬁdah menjadi sa}_11 ‘atas kepemilikan ‘t.au.lahnya dan dapat
digunakan sebagai alat bukti yang kuat did_esa.

Sédanékap untuk memperoléh pinjaman vang untuk modal
u-Sah a atau.md.d_al. pertallli'an-, me‘reka lebih memilih mengajukan pinjaman

modal dipedesaan daripada meminjam uang di Bank. Hal ini disebabkan

.- karena prosedur pinjaman vang pedesaan sangat sederhana, dimana tidak

memerlukan jaminan berupa sertipikat tanah dan adapula tanpa jaminan

‘apa}ﬁun-. | ‘I\I/Iéréka. he;ny'a | -c\uk'u"p '1iae1ﬁdafta1fka11 nama méreka kemudian
uang pinjz_iman dapat dipe_ljoleh.

Pinjaman 'd.eg)a tersebut yaitu :

- . Pinjaman ﬁntuk: tekno.lo'gi tepat guna untuk perdagangan.

- Pinjaman yang qiberjl<a11- untuk pengusaha kecil.

- - Pinjaman p_11u1k usaha peréawahan.

~Hal ini mendorong masyarakat -setempat.enggan untuk :mense.rtipikatkan

© tanahnya, sehingga tanpa mensertipikatkan ‘tanahnya mereka dapat

memperoleh pinjaman vang. Disamping itu karena masalah biaya untuk

_pe11')!é13tipikata11 tanah yang dianggap 1'elati.‘f' tinggi bagi mereka, juga

N 1ﬁasya1‘akat éétempat.-banyak yang tidak mengetahui prosedur dan syarat

permohonan serta lamanya proses tunggu penerbitan sertipikat.
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2. .:Pendaftaran yan_g- wajib.. .

Peﬁ(laftaran ,tanallyzillg wajib, dibedakan atas o

a.

Pendaftaran karena warisan.’

'Untuk pendaftaran _hak-‘karena warisan dibagi tanah yang belum

dibukukan permohonannya kepada Kantor Pertanahan  harus

- dilampiri surat antara lain ;

| Suiat permohonan yang dibilat oleh oréng yang bersangkutan
daﬁ diketahui oleh Kepaia Desa dan Camat.
Surat " keterangan yang dibuat. oleh Kepala Desa dan

dikuafk-an oleh Camat_mengenai tanah tersebut.

" Petuk Pajak atau Sutat Petuk Pajak Bumi dan Bangunan atau

- salinannya yang disahkan oleh Kepala Desa berserta gambar.

'.Su.rat Kematian dari desa.
S~urat keterangan warisan ( tcr’masuk. silsilah ) yang dibuat
oleh Kepala Desa yang dikuatkan oleh Ca‘mét dengan 2 orang
saksi. . | |

: lUntu_kAiebih dari 1 (' safu ) orang ahli waris, maka ditambah

‘dengan akta pemisahan dan pembagian harta warisan yang

" belum dibuat dihadapan PPAT dan tanda tangani oleh semua

_ahli waris. .

| F‘ot'o'c'(.)py: 'idenﬁtas_-‘( KTP ).
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Slurat.'keterangan wai‘is tersebut d1 ‘atas dibuat‘oleh Notaris apabila
'l}fall‘g:-.ln.eni11ggal stn_ia tundak -pada hukum"barrat, dalam hal ini
_W.a'rga' pegéfa keflll-Llﬁayl_El-dpé e;ta.u Ti'ong-ho'a. _.

D ‘. Pen.d,aftaran kafeha warisan ."yal_lg akan dipérjualbélikan.
c. Pendaftaran karena- jual--i:eli. ’
Pe‘nf‘iarftaran tanéh untuk pertama kali berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 lebih dipertegas dan disempurnakan

11716-1‘i‘put:i .
LA ‘P.'engu.mplula.n ‘d_z_l‘n_pengolahan da"rta"f‘lsik
' b P‘emblllktian hak daﬁ pembukuanﬁy;i
c. " Penerbitan sertipikat
d. . _Penj}aji_zin data fisik dah yuridis
e ) Plen.j(.i-l.jlpal‘mn‘da.ftar umuﬂidé_ﬁ dokumen.

© Kegiatan pemieliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, meliputi

a. . Pendaftaran peralih.andan pemb.ebénan hak

b f_Pe.ﬁdafta;an perubahan data ﬁenc!ét_ftaraﬁ tana‘il Jainnya.
PenyeleﬁggaraMx pendafta-f‘ari ltanah . d_a]tam masyarakat

inéﬁfpaka_ﬁ .tu.gas : n'egéra yangr idiléksaﬁakémn oleh "pemerintah bagi

‘lcepe*;l.ﬁ.iﬁgaﬁ rakyat, da’lﬁam'i;an_gka_ 111\-:3111.berikan jaminan kepastian dan

perlindungan hukum dibidang pertanahan.
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" Lémb_aga pendaftaran tidak dikenal dalam hukum adat, karena

- semuia -tidakd‘ip.erlukan ,01611 lingk_ungaﬁ pedesaan yang lingkup teritorial

dan personalnya terbatas.

. Déngan adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan diberbagai
* bidarig, kéadaah demikian tentunya tidak dapat lagi dipertahankan.
- Masya-rakat--.pgdésa'an .juga memerlukan dukungan Kketerangan yang

‘dihasilkan dari.‘kégiatan .pe_nda-ftaran tanah.

Secara garis hesar kegiatan dari pendaftaran tanah meliputi

pengumpulan, -pengolahan, pembukuan dan penyaian serta pemeliharaan

- data ﬁsrk dan 'd:a'ta'yul-'idis dalam bentuk peta dan dziftar mengenai.bidang-

' bidang tanah,

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan

mengenai adanya bangunan atau bagian bagunan di atasnya.

- Sedangkan data'yuridis adalah keterangan mengenai status hukum di

bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan

hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
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1. K_(‘),nvers_i_ fI_‘aimh Bekas Hak Barat
Keseluruhan pengaturaﬁ Konversi teréebut, dapat dikemukakan
" dalam bﬁgan berikut ini :
Pasal | Asal Hak Barat' Dikonversit | - Subyek Jangka walktu
ayat | ‘Menjadi
/1 Hak Eigerido_m ‘Hak Milik -| a. WNI Tunggal selamanya
| b. Badan Hukum yang
ditunjuk oleh
pemerintah
1 /2. | Hak Eigenidom Hak_'Pal_(ai Perwakilan asing yang | selama tanah-
' __dipergullﬁkali kediaman | dipergunakan
kepala per wakilan -dén__ untuk keper-
_ -gedung kedutaén luan tersebut
1/3 | Hak Eigendom |HGB - | a. WNI Tunggal 20 Tahun
kepunyaan - - b. Badan Hukum yang
- | orang asing dwi. |  didirikan menurut
kewarganega- - Hukum Indonesia dan
raan dan badan berkedudukan di Indo-
1 Badan 1i1ukum " nesia
1 /4 | Hak Eigendom [ HGB Pasal 36 UUPA Selama sisa .
| | dibebani Hak 1 | waktu maksi-
. Opétal;dén,l ‘ mal 20 tahun
_‘Er.ﬁ)acht
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2."  Konversi Tanah Bekas Hak Adat

175 | Hak Eigendom |-untuk. peru-[ Atas nama pemégéng 20 tahun sejak
“ -dalam ayat3 | mahan di- hak opstal — efpac_ht | UUPA /sisa
‘Pasal ini dibe- | konversi waktu hak ter-
bani hak Opstal| menjadi sebut
- | dan Erfpachf I-iGB .
o III | ;:lellk' Erﬁaé_cht- HGU : Pélsal 30 UUPA I( satu )
B ",""Untuk p’eru',s_ag R ” o tahun
' r‘h'aa:n kebun |
Besar ' .
- Hak Erfpacht | Hapus
uniuk pertani-|
' ‘an kec_il o
IV | Pemegang con-| HGU _ ‘Pas.al 30 UUPA 1 ( satu)
cencie dan o (dalam tahun
sewa Lllltuk -+ |waktn 1T
: perusaﬁaaﬁ tﬁh_ﬁn sejak
: | kebun bész}r e UUPA) ‘ )
R ‘ |" Hak Opstal da-n HGB : ) ‘-Pasal 36 UUPA ‘berlangsung
g Ei‘ﬁja,'clﬂt LII]:EL_Ik.. L o ' “maksimal 20
pe_'rusahéaﬁ é}tés -tahun
| tana.h.negara |

© Konversi yang diﬁlaksud di dalam hukuni agraria di sini

-a.da‘lah secara umum -dapat-dikatakanxsebagai' pényesuaian atau

' -:dapiat* dikatakan .sebagai perubahé.n dari peraturan-peraturan yaﬁg
.151115_1{epdda. perattwan-ﬁeraluran yang baru, tentunya dengan hak-
‘lh“;.'lk y.'c.u)g..b‘a}‘u_'--pula-t. D1 1ﬁanét di‘da‘l'am h"ukuni, khususnya hulum

© pertanahan. bahkan mungkiri kédudﬁkal_mya akan lebih rendah dari




54

hak 'yang semula, hal ini tentunya dikaitkan'dengan kedudukan
kewarganegaraan seseorang yang memegang hak atas tanah itu.
Walaupun falsafah hukum agraria lama yang dijiwai

oleh ¥ - larangan pengasingan tanah *

( grond\-{ervreemdingsverbdd ), teori domein dan pernyataan
‘d701-ne<'i:n negara, suaiu hak milik menurut hukum adat adalah hak
: fb‘ezit _Infio}‘_il'QSia dil.n%i..lfila ,ei:genafa-mya-ny; ‘a‘-dal'z.lh‘:negara, (Inlands
' atal.l..Indonesia beziﬁ'echt ) akan tétapi hak milik adat itu tergolong

: kedalam“‘tanah negara tidak bebas” ( onvory landsdomein ). Tidak

bebas,- karena adanya 'hak-halc adat berdasarkan hukum adat.
Hanya tidak mau diakui oleh pemerih_tah -~ dikala itu -- sebagai

hak milik yang sama isi dan -derajatnya dengan hak eigendom

‘.( barat ). Kepingangan hukum yang hendak dihilangkan dengan

. “adanya 'hl.lklunl ' agra_ria nasibnal_, sekaligus  diupayakan
: . ‘pengl.{o.nversian haic—h-ak ity ke-dalém_hak .milik' mem.u‘ut Jiwa dan
'sehfi_angzlllt:.-sérta ketéﬁtuétnketenfuan UUPA 1960 Karena pada

' h’akikatnya apa ‘yang dipraktikkan dimasa berlakunya hukum

agraria kolonial adalah bertentangan dengan kesadaran hukum
masyarakat Indonesia.

Sesungguhnya*t‘eori domein adalah suatu fiksi. Di atas

tanah-tanah adat .dan hak-hak adat dilimpahkan “hak eigendom

'inegar.a’-’. Lalu 'negara / pemerintah melimpalikan lagi hak-hak
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eigendom kepada pribadi-pribadi dan atau purusa hukum. Di atas

cigendom-eigendom yang luas ini tumbuh lagi hak-hak adat.
© Hukuri dan hak-hak adat bersifat pluralistis, misalnya nama-nama

" hak milik atas tanah , ada yang disebut :

- Hak Yasan

- Hak Yaso.

- Hak Milik Adat
' - Ha_k-Milik Turpin_ Tv;.emu.ruhu _

- Ada pula yang dipoleési dengan nama lain, tetapi jika kita meilihat

kedalam, maka walaupun tidak ada embel-embel nama * milik

dapat digolongkan hak milik atas tanah, contoh di Jawa dengan

‘nama Wewenang Nganggo Run Temurun, Tanah Hak Gogolan

Tetap, Andarbeni dan Pesini.Tidak ada satopun dari tanah-tanah

~hak yang disebut terakhir inmi memakai nama milik, sedangkan

semua’ pihak mengakui, mengindahkan dan menghormatinya

sebagaf hak -milik. Dulu se-mu_anya‘inidikuaﬁﬁkasikan sebagai

.i.Tanah Négara'( Tidék Bebas ) s'ebab‘tidak’,dapat dibuktikan hak

eigendom_ atasnyﬁ { sésuai_ Pasal 1 Agrai_‘isch Besluit tahun
1970)"%. | | |

Keten_t{@n - ketenﬁlan kohversi menegaskan bahwa :

1. Hak-hak atas tanah 'y;mg_ memberi wewenqng sebagaimana

atau mirip dengan hak yang dimaksud dengan hak milik,

18

" John ‘Sa]iﬁ,dého',': "Manusia, Tanal, Hal dan Hulum”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994,
halaman 6. ' ’ : : :
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seperti hak agraris eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak
atas druwe,  hak atas druwe deso, pesini, grant sultan,

landeryen bezitrecht, altyddurende erfpacht, hak usaha atas

‘bekas tanah partikulir dan hak-hak lain dengan nama

- apapun yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri

A’Qraria ( baca : Menteri- Dalam Neger1 dan sekarang Badan

-".Pertanahan Nasional ),' menjadi  hak milik ( tanpa

memandang jenis tanahnya ) sejak mulai berlakunya UUPA

‘ (_ '2479-1960 ), kec'u_cilz‘: jika yal_‘lg-meuiﬁunyainya tidak

memenuhi syarat ( bukan warga negara Indonesia tunggal ),

sesuai Pa,saI.II Ketentuan-Ketentuan Konversi  ( KKK ).

‘i-Iak .._Gog_ol_a'n, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap,

yang ada‘ketika mulai berlakunya UUPA menjadi hak milik

( sesuai Pasal VII KKK ).
_ Ke_mudian- sehubungan dengan butir 1 di atas, Menteri

.Ag'rar.ia' telah mé_ncgaSI{a;l pula bahwa : Tanah Hak

Wewenang Nganggo Run Temurun ( lazim disebut : “ Hak
angguh run _témurtm”) dikonversi menjadi hak milik

(" Keputusan Menterli Agraria Neo. SK. 272/ 61 tanggal 29

- Mei 1961). -

Sedangkan di daerah Kesultanan Deli, daerah swapraja

di Sumatera Timur, selain terdapat Grant Sultan, ada pula Grant

N ~Controleur, Grant Deli Maatschappij dan Hak Konsesi.
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Dalam --_s.ua.tu p.crisltiwa atau perbuatan hukum,
- peﬁgl\%o‘iiverf:"iaﬁ d’iw&j'i.b_k.a_n.' Kes.eniua- itu'( tf'ansaksi dan konversi )
" harus _daftal‘kéﬁ ‘da.lam buku‘ tanah uni"uk‘ memperoleh kepastian
| hudeum: melalul acar_a ko_ﬁvers i..
Ada du‘ﬁ kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah yaitu '*:
1_.‘ Peneg'asan mengenal hak yéng lama / ada ( apakah benar
suét‘u hak sebagaimana -atau mirip deﬁgaﬁ hak milik
k _UUPA ). .‘Pé.mbukucm hak atas tanah yang bersangkutén
dal-ajlln buku tanah melalui pengakuan hak yang menjadi
.das_ér dalam berita, aéara pengeséhan data fisik dan data
yuridis.- - | |
2. _ é-enegdsan_Vmer-zgenczi konversi ( ﬁiélljadi _I}ak milik UUPA
_‘éltau tidak ‘1.nenjadi hak milik karena.harus mempunyai
status ‘yang dimungkinkan sesuai kete_ntua_n { syarat dalam
UUPA 3 .séhingga harus dikonversi menjadi Hak Guna
) B.a.ngunah_ (- tana‘h ibanguﬁan ) dan Hak Guna Usaha
-(. l:'anal; ﬁeﬁahian) jika bukan WNI tunggai, atau Hak Pakai
'(- asing: )'.. Pembgkuan hak ata§ ta.nah yang bersangkutan
dalam buku tan.alli melalul ﬁen gakuan h'a_k..
' Scdangkah pada p’engbem’aﬁ hak baru atas tan.ah yang
| .I.Jle:rs'angk'utaﬁ. berstatué tanah negara menjadi dasar ketiga

- dalam berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis.

& Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kota, Supartoyo Satjana Hukum, pada tanggal

5 Mei 2005. .
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Hal-hal mengenai  Penegasan  konversi,
pengakuan hak. dan pemberian hak itu dalam pelaksanaan

ﬁenda.ftaran secaia sistematik diatur dalam Pasal 65 dan 66

~ Peraturan Menteri 3 / 1997 dan secara sporadik penegasan

'konversi.dan._ pengakuan hak diatur dalam Pasal 88.

Peralihan Hak atas Tanah terjadi atas dasar :

L.

Pewarisan tanpa wasiat.

Mé;]llfgﬂ_hi_lkﬁﬁi perdata, jika pemegang suatii hak atas tanah

meninggal dunia, maka liak tersebut karena hukum beralih

‘kepada ahli warisnya: Hukum tanah memberikan ketentuan

mengenai penguasaan tanal yang berasal ‘dari warisan dan

~ hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya

oleh para ahli waris.

‘Pemindahan hak, berupa :

a. Jual-beli,

b.  Tukar menukar,

c. . Tibah,

~d. - - Pemberian menurut adat,

e. - Pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan

“.f.  Hibah-wasiat atau “legaat”.

Perbuatan - perbuatan tersebut

- dilakukan pada. waktu pemegang ‘haknya'majlsih hidup dan

- merupakan perbuatan hukum penﬁndahan hak yang bersifat
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_ tunai, kecuali _hibaih- wasiat, karena tanah beralih pada saat
- 'pém_eg_ang haknya meninggal dunia.

MENENTUKAN KEBENARAN BUKTI KEPEMILIKAN DALAM

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK

ADAT YANG DIMILIKI SESEORANG

Sepertilﬂdikefahui setelah UUPA hak atas tanah lama baik menurut
hukum adat maupun hulum barat dikoncversi-menjadi satu hak yang banyak
dipunyai oleh orang Indonesia adalah hak milik adat / tanah vasan. Tanah-

tanah - tersebut ‘sebagian bcsar memenuhi . syarat untuk dikonversi untuk

~ menjadi hak milik. -

Namun demikian untuk alat -buktinya sampai saat ini belum

‘seluruhnya berupa sertipikat ‘tanah. . Bagi tanah bekas hak milik adat,

pemiliknyd masih banyak menggunakan petuk pajak- sebagal alat buktinya,

yang s.ebenarﬁy’a menurut hukum petuk pajak merupakan petunjuk yang kuat

~tentang pemilikan tanah tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan sertipikat

tanah yang menurut Pasal 19 UUPA- sebagai alat bukti yang kuat.

‘Pada umumnya pendaftaran tanah bekas hak milik adat memiliki

: _kesulitan,'_ hal tersebut didasari adanya pengakuan yang tidak jelas terhadap

eksistensi tanah’ di- masa sekarang, sehingga dari segi pembuktian fisik juga

7.11.1el1iiliki.keﬁdeﬂa,'dai‘i hai—hal_ tf:rsebut yang mehjad{ awal serigketa di bidang

pertanahzmzo.

20

l(haﬁ)idun, anggota"hmsyarakat- Desa Mlati Norowito, wawancara tanggal 23 Agustus
2005, " : )
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Terselenggamnya pendflftman tanah juga dlmaksudkan terciptanya

suatu pusat mforma51 mengena1 bidang- b1dang tanah sehmgga pihak yang

‘b_erk.epeAnt'mgan" termasuk pemer.mtah d_eng‘an mudah dapat memperoleh data

yang diperlukan .dalam.;lllengadalqa11 perbuatan hukum iﬁengenai bidang-

bidang ltanaH; da1.1 'Séu1a114satLla11 -ﬂunah susun yang mudah didaftar.
Terselenggaranya péndaftaran tanal: secara baik_ inerupakan dasar dan
.perwuj,ﬁd.zm tertib adhﬁpist_fasi di bidang i)elftanahan.

B Pe.nda,lf“talran'_ tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus
tanaﬁ negarﬁ di-iakul;aﬁ dengan _menc‘a.tatnya délam daftar taﬁah dan tidak
diterbitlan se1l1p1kal

Bukt1 kepenuhkan it pada dasarnya terdiri dau bukti kepemilikan

"atas nama pemegang hak pada Waktu berlakunya UUPA dan apabila hak

telsebut dlkemudlau beralih, buktl pengahhan hak beltmut turut sampal

lcetanganpen*legang hak pa'da waktu dllakuk'an pembukuan hak.

Alat-alat bui(ti tertulis yang dimaksukan dapat berupa :

I | Grosse élkta halk eigendom yang diférbitkaii berdasarka.n' Overchrivings
‘Ordoln'al-ltie (S, 1834-27-27 ) yang telah dibubuhi catatan bahwa hak

eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik ; atau

20 Grosse akta hak eigendo'm yang diterBitkan berdasarkan Overschriviﬁg

o Ordonanue ( S 1834 27 27 ) sejak berlakunya UUPA sampal tanggal
: ,pendaftalan tanah dllaksanakan menurut Peiaturan Pemeuntah Nomor

10 tahun 1961 dldaelah yang bemangkutan atau
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Surat tarida bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Swapraja yang bersangkutan; atau

Settipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri

: 'Agraua NOlllOl 9 tahun 1958 atan

! - Smat Keputusan Pembenan IIak Mlhk dau pejabat vang berwenang,

baik sebehlm ataupun sejak berlaktmya UUPA yang tidak disertai

: kewajiban untuk mendaftarkan hak diberikan, tetapi telah dipenuhi
-'semua kewmban yang dlsebut d1dalamnya atau

Akta Pennndahan hak yang dlbuat dibawah tangan yqng dlbubulu

tanda kesaksian atau kepala adat / kepala desa / kelurahan yang dibuat

_ geb_elum b.erlaltunjé Peraturan P.eméri.ntah ini; atau
" Akta. p_él.nlindah‘al‘*l hak. atas tanah yang dibuat untuk PPAT yang
" 't_an'ahnyz; be}umdibu_kukan; atau
.Al«:__ta"ik;ar ‘_bvakaf / S'uraf i]qﬁt wakaf .ya_ng dibuat ,Sélﬁelum atau sejak
- mulai d.ilak_s;anakan fe%-afuran Pemerintah Nonior 28 Tahun 1977, atau

Risalah lelang' yang.' dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwen'ang yvang

tanahnya belum dibukukan; atau
Surat penun]ukkan ataul pembehan kaveling tanah penggant1 tanah

yang d1a1nb11 oleh Pemeuntah Daelah atau- -

| Petuk pajak bumi / Landrente,_ girik, plpll, pipil, ketitir dan Verponding
L Indonesia sebelum ber]akuuya Peraturan Pemerintah-Nomor 10 Tahun

- 196_1‘,312[11 .
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12 Surat Keterangan tiwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

3. lain-lain bentuk alat pemberiaﬁ tertulis dengan nama apapun juga

: 'sebagaim_a-na 'dimakéud dalam Pasal I}; VI dan VII ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA,

-+ Ddlam hal-’-iﬁi., bukt_i ‘.'-terhllisrtidak lengkép atau tidak ada lagi,

" pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau
pernyataan yang bersangkutan yang dapa-t dipercaya kebenarannya menurut
‘ pen'dap.at Panitia. Aj:udikasi dalam pendaftaran secara sistematik atau oleh

kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang cakap memberikan kesaksian dan

" mengetahui kepemilikan tersebut 2

Ketentuan imi dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya

Tetua Adat yan§-meng¢tahui benar riwayat / képemilikan bidang-bidang tanah

: sétﬁlillﬁlat dalam ‘lPlahit'i'a A’judikasi,'_lchusug;.l"lya didae’rah yang hukum adatnya
rmlasilrl-ku’rat._ Atur‘z_ui-_ ini men-lb_erikau j'lalali: keluar'dpaﬁi_la pemegang hak tidak
B 'dapat 1116i1yed'iaka11 bukt képemilikan, baii‘k yéng bertlpa b.ukti‘ tertulis maupu
_bentuk lain yang dapa.t dipercaya. Dalam lial demikian pembukuan hak dapat

dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti

penguasaan fisik yang telali dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

S .].-lasil.wawa_ncar:-a dengan Dadang, Warga Desa Mlati Wetan, pada tanggal 6 Mei 2003.
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Pembuktian hak harus memenuhi syarat berikut *:

a.

Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah. yang Dbersangkutan

. dilakukan se'c_ara-nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun lebih

secara berturut-turut.

Bahwa dalam kenyataan penguasaan dan penggunaan dan penggunan

L tainah tersebut selamaitu tidak diganggu guigat dan karena itu dianggap
';.ldizlkufi; d_an_. dil")e‘narkan : Q.leh maéyarakat hokum adat atau desa /

kelyrahan yang bersangkutan.

Bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang

“dapat dipercaya.
‘Bahwa telah -diberikan. kesempatan kepada pihak lain untuk
‘mengajukan  keberatan  melalui pengumuman sebagaimana

~dimaksudkan Pasal_26 PP Nomor.24 Tahun 1997.

Bahwa telah diadakam penelitian juga 1_11611genai kebenaran hal-hal

 yang disebutkan_di atas.

Bahwa t‘akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang

héknya"dituangkan dalam'kepilt{lsan berupa: pe_ngakuan hak yang

_‘bersaﬁgkutan a'tau Panitia Ajudikasi dalam . pendaftaran tanah secara

sistematik dan oleh kepala kantor pertanahan dalam pehdaftaran tanah

secara sporadik.

Yang dium’ul.nkan pada.dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang akan

dijadikan dasar .peiida,ft'arali tanah yang bersangkutan.

= ...Hésil,.wa_\a.rancara dctfgah’l{as_ic Pengukuran daa_x_Pe_ﬁdaftéran Tanah Suwarto, Kantor
Pertanahan Kabupaten Kudus, pada tanggal 23 Mei 2005,
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Untuk men’i_udahkan pelaksanéannya, dalam pendaftaran tanah

~secara “sistemafik pengumuman tidak harus - dilakukan sekaligus mengenai

‘sen‘uia‘l-bidang'tq;iah "da_lain -wilayah yang‘ telah ditetapkan, tetapi juga

dilaksanakan secara-bertahap.

Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 hari

‘dan pengumuman. pendafiaran tanah secara sporadik 60 hari dibedakan karena

pehdaftaninfahah Sec-&ra ma‘sSal' “yang diketahui ‘ole_h ‘ masyarakat umum

sehmgga pengumumannya 1eb1h smgkat sedangkan pengumuman pendaftaran
tanah secara sporadlk s1fatnya 111d1v1dua1 dengan ruang 11ngkup terbatas.

‘,'Sala‘h ‘satu tujuan ‘pendaftaran- tanah adalah mengumpulkan dan

~menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu data

lﬁsik dan data‘. _ylll‘id@s mengenai. bidang -tanah yang sudab dinilai cukup untuk
dibukukal_l \#éll&tlptlﬁ ada data yang masih ljams dﬂengkaiai atau ada keberatan
dari pi_hak lain m_en'g‘ei"l.ai (iéta l.el;inf Dengan _d?mikian setiap data ﬁsik dan data
yu_i‘idiS '1nellge11ai-bidalig taﬁah itu termasu .adauya Sengket_a: mengenai data itu,
semu;fmya telcatat . o |

S Dalam hal sengket‘l tersebﬁt sudah dla]ukan kepengadllan dan ada

pelmtah untuk stalus quo atau ada putiisan mengenai 51ta atas nama itu, maka

| te1cantum secara Jelas smpa yang: berhak atas tanah tersebut baik melalui

putusan pengadlla‘n maup,un’ berdasarkan cara damai. Perintah status quo yang

dimaksudkan di sini- haruslah resmi dan tertulis, kemudian setelah sidang
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'pemeuksaan mengenm gugatan yang bexsangkutan berjalan dlperkuat dengan

' .putusan pa,letakan sna atas tanah yang bersangkutan

Waktu 5 ( llma ) tahn dlpandang cukup unmk menganggap bahwa

data fisik maupun data yuridis.yang kurang lengkap pembuktiannya itu sudah

benar adanya. Penyelesaian secara damai dapat terjadi diluar maupun dalam

pengadilan.

Apabila dalam waktu yang ditenmkan pihak yang berkeberatan

. atas data fisik mauptm data yuridis yahg akan dibukukan tidak mengajukan

f.\‘l.{eberatan ke Pengadilém mengenai hal yang disengketakanim ‘keberatannya

- dnnggap tlclak beralasan dan catatan mengenal adanya keberatan itu dihapus.

Apablla dalam waktu yang d1tentukan keberatan tersebut diajukan

ke Pengé_l,clllan, catatan itu dlhapus setelah.ada penyelesaian secara damai atau

putusan pengadilan mengenai sengketa tersebut.

. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

BEKAS HAK MILIK ADAT DAN UPAYA UNTUK ME\IGATASINYA

L IIambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kecamatan

| KOt'l Kabupaten Kudus
o Berdasukan h‘lSll penehtlan telhadap dah primer yang
kemudﬁn telah dlolah oleh penulis, inaka hambatan yang dihadapi oleh
._Kar'lto'l_' Pertanahan _di_- Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah ;.s.e'c'ar,'a gans be_si;rnﬁ dapat dibag’i‘-‘menjac._{i 2 y,gi.tuj:

a. Hambatan dari pihak pemerintah sendiri.

23

: Hasilkwawanca-ra dengan Warga Desa Wergu Kulon, Sunarji, pada tanggal 15 Juni 2005,
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‘ .‘Berupa‘ térrbata-snya dal_la oleh p.enierintah untuk menyelenggarakan
pél}daﬁara:p'i'tanah-- éecéra sistematik. _Adapui_jr_' pendaftaran itu

s ‘diseleng;g;cu"'éka.n dengéh ﬁlgngi_ngat pada kepéntingan serta keadaan
negﬁfa ‘da'.m mésyarakat Y 'képe-rluan social ekOnmﬁi, scbagaimana

: -dala,in Pasal 2 PP 24 Téhun 1997 menyatakan- bahwa pendaftaran

tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman terjangkau
dan terbuka, tetapi ternyata dana merupakan hambatan pemerintah

dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik.

;.. Hambatan dari masyarakat pemilik tanah.

_Pfak_tek di]apéngal_i menﬁnjukkan bahwa salah satu penghambat

suksesnya pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat,

khususnya di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yaitu :

BRI Rencjahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat pemilik

' . ‘tar.nah 1;161'5111i -pendaft_aran‘sporadik.

' _Adallya‘ pola pikir dari masyarakat yang merasa bahwa
program pendaftaran tanah tidak perlu karena telah
mel-lg'ang:g‘:ip pemegang hak dengan kondiéi. yang sekarang
fd_ah ndenda_iaa,.t perliﬁdungan hukum oleh pemerintah, karena
'rse_ca_'r‘a tldak iéx1gs111}g pémerintaﬁ‘menéal{;ﬁi' kepemilikan atas

_ taﬁah"ya.hg- dibu‘kﬁk_aﬁ den-gan. memungut'.pajak atas tanah
{ PBB) dan juga diakui. oleh Kepala Desa dan masyarakat
ada.t.sétezlﬁpat-:saﬁgat beralasan. Padahal.s_ebenamyﬁ dengan

" keadaan s’ekérang setelah '.berla_kun_‘ya UUPA, sebelum tanah
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- | d1d'1fta1kan dengan. memﬁeloleh tanda bukti hak belupa
7 | se1t1p1kat be1u1n dlperoleh kepastlan hulcum tentang hak atas
“tanlah.tersebu:t. Dengan a_danya sertip‘ikat akan lebih mudah
. bagi rlpelini_lik ‘-tanéih- untuk  membuktikan dirinya selaku

. pemilik atas tanah tertentu, karena dalam sertipikat akan

tercantum dengan jelas iama pemiliknya, jenis haknya, batas-

batas dan luasnya. Karena tujuan pendaftaran tanah pada

hakekathya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yang

mengendi .tujuan -pendaftaran tanah diatur dan dinyatakan

“dalam Peraturan Pelaksalqailya yaitu dalam Pasal 3 dan Pasal

' : 4 PP NOII]OI 24 Tahun 1997 lentang Pendaftalan Tanah.

Sahh safu tu_]uan UUPA adalah meletakkan dasar

' untuk 'me_n_]a_nml kepastlah hukum tanah ulayat. Kepastian
hukum  tersebut dapat. dicapai. tidak -hanya tersedianya

- peraturan secara tertulis, namun dilaksanakannya pendaftaran

tanah_ﬂ .

Kepastian hukum dan kepastian hak tanah sesuai dengan

. Pasal 19 UUPA :

(1) Menjamin _‘képa"stian- h_u_kum'_di_.adakalil pendaftaran

“tanah diseluruh Wi‘l_‘ayaﬁ »chL1blik'111d01lesia.

(2) | Peildaffatall tersebut meliputi o

a.  Pengukuran, pemetaan dan pembukaan tanah.

b :.Penda'ftaljan hak dau_peralihanhya.
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¢.  Memberikan alat bukti ( sertipikat tanah )

sebagal alat bukti yang kuat.

Disamping Pasal 19 UUPA yang memérintahkan pada

péme‘rint"ahuntul‘c in;elaké,anakall, p"‘lendaftai"al'l, Pasal 23, 32

dan 38 UUPA’ yang merupakan dasar pensertipikatan atas

- permohonan dari pemilik tanah.

.Masal.ah-m.eﬁg"enai'.batas _tal_iah yang akan did'aftarkaﬁ.

Masalah ‘ini karena pengajuan akan gugur jika tetangga
mengajukan keberatan ke Badan Pertanahan Nasional atau
Camat. P,afda'uniumhya pendaftaran tanah bekas hak milik

adat 'memi-'l'iki, kesulifan, hal tersebut- didasari adanya

:-penga'kﬁ;m 'jy'ang.‘ tidak jelas'-tefliadap-eksj-'étensi tanah adat
© dimasa sekarang, - schingga dari. segi pembuktian fisik

- memiliki kendala. Hal tersebut yang menjadi awal sengketa

di bidang pertanahan karena menyangkut kepemilikan tanah

: Bekélé “hak milik adat. Sengleta yang dapat timbul yaitu

‘mengenai status tanah, siapa yang berberhak, dasar

pemberian. hak atan péndaftar dan sebagainya.

- Di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang

terdiri atas 25 Desa masih ban_yz}k' tanah yang belum

disertipikatkan, kecuali .orang-orang -yang benar-benar

- ‘mengetahui dan mengerti fungsi dari sertipikat tanah, dengan
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' demikian.dapat dikatakan bahwa pembuatan sertipikat sampai

sekarang ini masih mengalami hambatan.

_Hainbatan tersebut disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :

Ca.

: Faktby dari,,d's_._llém.
h Yang di.niéi'ksyd,faktof dari dalam -adalah para petugas

dari Kantor Pertanahan dalam melayani permohonan

masyarakat yang cukup banyak, dimana jumlah

'tpn'a'gahya tidak. sebandiﬁg dengan tanah-tanah yang

d_i,d-'aft‘ar; Apal'agi petugas dari Kantor Pertanahan tidak

hanya melayani Kecamatan "Kota saja, melainkan

melayani dan menangani Kecamatan-kecamatan di

. Kabupaten Kudus. Disamping . itu sarana dan
©prasarananya juga kurang memadai sehingga apabila

""péndaftarah témah yang letak tanahnya jauh dari luar

kota akan mengalami keterlambatan waktu.

Faktbr dari luar.
 Yang dimaksud faktor dari luar adalah yang terdapat
“didalam masyarakat pada Kecamatan Kota itu sendiri.

 Fakiér-faktornya yaitu : .‘

1. Masyarakat yang kurang mampu untuk

mélilbiayai pembuataﬁ serpipikat tanahnya.

L2 Masyérglkat ‘yan'g- men;gaﬁg_gapi bahwa dengan

-memiliki petuk pajak maka hak seseorang atas
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: tdnahnya éudah dapat 'di_guna-kan. ‘sebagai alat bukti

yang kuat didesa. .

‘Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat relatil

-tendah, schingga kurang mengetahui  dan

menyadari -akan arti penting dan manfaat dengan

: ﬁ1611§61'tipilcat1<a11 tahahnya.
) Anggapan ’ sebagian kecil dari masyarakaat

mengenai sertipikat tanah bahwa pemerintahlah

yaﬁg_ membutuhkan, padahal sebaliknya.

Pada proses jual beli tanah adat dilakukan secara

.. .dibawah tangan, sehingga masyarakat tidak

" mempunyai - inisiatif untuk mensertipikatkan

tanzlhnya-se_telah hak pemilikan tanahnya beralih.

2. Upaya dalam - 1nellgatés‘i".: harbatan-hambatan dalam pelaksanaan

pendaftaran tanali di-Kecainétan Kota Kabupaten Kudus.

a.

Unlt:uk niengatélsi_ hainbafaﬂ—ha1ﬁbétan “t‘c-arse,b-ut, ‘maka jalan yang
dilanggap paling baik S/aitu :
Me’nga.da'kan penyuluhan hukum pada masyarakat akan arti serta
: ﬁing-si .dart 'sertipikat-.‘ tanahj_raiﬁ; ‘melalui program Pemerintah '
;Déérah ( 'El’emld.;dd .Adal.ﬁ 'ﬁel&eljés.a111a dengan '.Kanto-r Pertanahan
- 'setem‘pat‘. .uj.m.lk :1nenyele11gga1'alca11 penyuluhan hukum kedesa-
;des‘a,' serta ‘-‘Li;lleng_:adél_ca‘n. pi'o gram 1-)‘r‘i‘01'ita‘s : plenseﬁlipikatan dimana

",'dial_nbilkan dari su'bsidi. ‘kas' Pemda ‘dan Kantor Pertanahan
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setempat dengan perbandingan sepertiga dari biaya keseluruhan
ditanggung  ..oleh  subsidi. pemerintah. Untuk  program

pcns'ertipikatan massal pernah: d-iselenggara;kan sckali di Kabupaten

,Kudusi dan _itupun tg‘;batas untuk 100 pendaftar Seftipikat pertama.
.Mgnghrilaug‘krém asumsi -m'asyal"akat yang menganggap bahwa ada
li)_ct-uki ﬁajal;’ :'lh'ak_se's_eo_ral.‘_lg atasitaﬁahn.ya 'S}Ldall-llleﬂlpakan bukti
' ."ku‘a_t}l dia'fclsa‘ .'d_al“l‘ .nié;ighi@ngkaﬂ ahggé?an '-11'1-asyarakat bahwa
;rﬂseoiah—olah pémer_intah_ yang .. membutuﬁkan 'sertipikat tanah

tersebut,

Dalam“ hal terjadi sengketa tanah, setelah Badan Pertanahan

Nasional mienerima pengaduan, maka dilakukan :

R : léénélitiéﬁﬂdali p.éngumpil]an_data.
2. PéiiCegahzin ;1111tasi (lp'enetapan status quo )
3. :Pellj.ay-alnan éecqré 111t1§YaWérah_. .
4. 'Pellq.;)ab_i:lta11 / :‘ijémbatal_ah_ Surat-l Kep_utusan Tata Usaha

. Negara di bidang ﬁertanahén oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional berdasarkan adanya cacat hukum / administrasi'di dalam

penerbitantiya.




72

" BABV

PENUTUP

A KESiMPULAN o

) Peiaksanaa11-jdal_a—m pendaftarqn': tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah

: .N(-)_mc;r 24 :I'lahlir-l” 1997 di,lakul%ani»-nj.'clah.li :pénégas:an konversi atau
_péngékﬁaml hélk i dellgail-' tlijilf;ll.nleli%lbﬁri kebasti'an aau perlindungan
_hukum bagi pemlhk ha,k atas tanah plhak lain yang belkepentmgan

maupun pemermtah deml te1w1uudnya tertib. ad11111nstra51 pertanahan.

_Penentu‘an statuS tanah beka_s hak milik adat berpedoman pada petuk

~ pajak dan riwayat pemilikannya.
Urituk 11;1611611f;ikan kebenaran_ bukti kepemilikan dalam pelaksanaan
+ pendaftaran tanah bekas hak milik adat yang dimiliki sescorang, selama

Cind mﬁsih berpeddman pada konsepsi kebenaran be_rdasarkan konvensi

yang, dllakukzm telhadap tanah bekas hak milik adat tersebut, dengan

belldndas pada atman konvenm telhadap pembahan status secara hukum

'menurut UUPA'yang 'dlproses_ Secara 'pengakuan hak.

‘Hambatan dalam peiaksanaah_ pendaftaran tanah bekas hak milik adat

adalah terbatasnya dana oleh pemerintah untuk menyelenggarakan

| ,penclaﬂalan tmah secara 51ste1nat1k rendahnya tmgkat kesadalan hukum

dar1 masyarakat pemlllk tanah melalm pendaftalan sporadik, serta

1’11'15-11'111 mengenal batas tanah yang akan d1daftarkan
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- Upaya untuk meéngatasinya yaitu menyatakan masyarakat akan arti serta

serta fungsi dari sertipikat tanah yaitu melalui program Pemerintah

Daerah ( Pemda ) dan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan setempat

" untuk - menyelenggarakan penyuluhan hukum kedesa-desa, serta
‘menghilangkan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa ada petuk

-, pajalk Hak _'seseorang' atas. tanahﬁya sudah merupakan bukti kuat.

B. SARAN-SARAN -

l.  Pelaksanaan pendaftaran tanah - secara sistematik demngan biaya yang

ringan perlu - ditingkatkan guna mensukseskan pendaftaran tanah
diseluruh daerah. -
Upaya-upaya penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat teﬂtang pendaftaran tanah perlu dilakukan lebih intensif.

.- Perlunya pgmerihtah untuk mempertimbangkan penambahan jumlah

: f"j‘je‘mgas Kantor 'P'ertéha‘lhah‘ yang ‘t'id_ak.‘S¢ban'di11g--'dcllga11 wiiayah,

sehingga pfc)'g’ram'hﬁnbau_éﬂ. agar tidalcada lagi tanah yang berstatus hak

milik adat dapat terlaksana.
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